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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria dan persyaratan, proses rekrutmen
calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru. Selain

itu juga bertujuan mengetahui respon terhadap kriteria dan persyaratan serta proses

rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota
Banjarbaru. Obyek penelitian ini adalah kriteria dan persyaratan serta proses rekrutrnen

calon supervisor. Subyek penelitian ada 6 (enam) ofiulg yang terdiri dari kepala sekolah

(2), guru pendidikan jasmani (2), pengawas pendidikan jasmani (1) dan pengawas SD (1).

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini mengajukan beberapa simpulan,
yaitu (1) kriteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani pada SD di Kota
Banjarbaru diatur dalam Perda Kota BanjarbaruNomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Pasal 58, (2) proses rekrutimen calon supervisor pendidikan jasmani terdiri dari dua

tahapan, yaitu proyeksi dan seleksi, di dalamnya ada seleksi administrasi dan akademik,

dan (3) respon guru pendidikan jasmani di Kota Banjarbaru terhadap kriteria dan
persyaratan calon supervisor positif dalam pengertian mengetahaui, memahami dan

berusaha memenuhinya dalam proses rekrutmen calon supervisor. Penelitian ini
mengajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah kota Banjarbaru unhrk transparan

dan adil dalam proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada SD di Kota
Banajrbaru.

Kata Kunci: Kriteria dan Persyaratan, Rekrutmen dan Respon
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BAB I
PEI{DAHT'LUAN

1.1 Rasional

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di

setiap Negara. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2004, pendidikan

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi

yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan

untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki spiritual keagamaan,

pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta

memiliki ketrampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga

negara.

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi

peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan

lingkunganny4 dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam

dirinya yang memungkinkannya untuk' berfungsi secara adekwat dalam

kehidupan masyarakat (Hamalih 2005:3). Oleh karena itu, pendidikan sangat di

perlukan dan di pandang sebagai kebutuhan dasar bagi bangsa yang ingin maju

negara Indonesia adalah negara berkembang dapat menjadi maju yaitu

memajukan pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) secara menyeluruh.

Menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,

pengajaraq dan latihan bagi peranannya di mana yang akan datang. Pada

nrmusan di atas terkandung empat hal yang harus digaris bawahi. Usaha sadar

yang di maksudkan adalah pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana



yang matang, mantap, jelas, Iengkap, menyeluruh dan berdasarkan pemikiran

yang rasional-objektif, Bimbingan pada hakikabrya adalah pemberian bantuan,

arahan, motivasi, nasihat dan penyuluhan agar siswa mampu mengatasi

masalah, memecahkan masalah sendiri. Pengajaran adalah bentuk kegiatan di

mana terjalin hubungan interaksi dalam proses belajar mengajar antara pengajar

dan peserta didik untuk mengembangkan prilaku sesuai dengan tujuan

pendidikan. Pelatihan prinsipnya adalah sama dengan pengajaran khususnya

unfuk mengembangkan keterampilan tertentu.

Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Bab II Pasal 4 dinyatakan: "Pendidikan Nasional bertujuan

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhny4 yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan,

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."

Pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang cukup luas,

pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan

wilayatr pendidikan lainnya, yaitu hubungan dari perkembangan tubuh-fisik

dengan pikiran dan jiwa. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses

pendidikan yang memanfaatkan aktifitas fisik untuk menghasilkan

holistik dalam kualitas individq baik dalam hal fisilq mental, serta emosional

(Matrendra, 200721)

Pendidikan jasmani adalatr proses interaksi sistematik antara anak didik

dan lingkungan yang dikelola melalui pengembangan jasmani secara efektif dan



efisien menuju pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani

merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang menunjang

perkembangan siswa melalui kegiatan fisik atau gerakan insani. Pendidikan

jasmani harus memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Sebab tiap anak

mempunyai karakteristik fisik, mental dan sosial yang berbeda-beda (Supandi,

1992:l).

Pendidikan jasmani di Indonesia memiliki tujuan pada keselarasn

antara tumbuh kepada keselarasan antara fumbuhnya badan dan perkembangan

jiwa, serta merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia yang sehat

lahir. dan batin. Selain iq pendidikan jasmani juga mempunyai tujuan untuk

meningk4tkan kesehatan dan kebugaran, perkembangan neuro maskuler,

perkembangan mental emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan

intelektual.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah yang

komprehensif antara persiapan pembelajaraq proses pembelajaran, dan evaluasi

pembelajaran. Hal tersebut akan bisa berjalan dengan baik kalau langkah-

:\
lang$!,.komfrehensif tersebut mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari

pararrsqpervisor, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh

penga,ryas sekolah. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini adalatr merupakan

bagian integral dan tidak bisa dipisahkan dari seluruh kegiatan manajemen

eqndigik4n Sehingga dengan demikian kegiatan ini merupakan bagian yang

integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kegiatan pembinaan

dan pengawasan (supervisi) yang baik maka tujuan pendidikan yang bertumpu

pada kualitas proses (process quality) dan kualitas output (output quality) akan



terlaksana dengan baik. Sehingga dengan demikian, suatu lembaga pendidikan

akan mengacu pada kualitas mutu (quality control) yang dijalankan oleh orang

yang melakukan pembinaan dan pengawasan (supervisor) dan juga orang-orang

yang dibina dan diawasi yakni para guru.

Pelaksanaan supervisi yang efektif sangat diperlukan berbagai faktor

pendukung. Dharma (2001: 13) menetapkan "Fakfor pendukung yang

diperlukan dalam supervisi adalah manusia." Faktor manusia menunjukkan

adanya keterlibatan kedua belah pihak yakni pengawas dan guru. Apabila

keduanya saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya masing-masing,

pelaksanaan supervisi akan dapat berjalan efektif. Dengan demikian, maka

dalam kegiatan supervisi pendidikarL khususnya pendidikan jasmani diperlukan

upaya serius dan sungguh-sungguh dari para penentu dan pengambil kebijakan

untuk menjaga kualitas mutu para supervisor, terutama dalam dalam proses

rekruitnen supervisor pendidikan jasmani.

Proses rekrutnen supervisor yang berkualitas sangat penting dilakukan

mengingat hal yang demikian akan berdampak pada kualitas dan

profesionalisme individu-individu supervisor itu sendiri. Salah satu upaya yang

telatr dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga

pengawas.Fmbelajaran pendidikan jasmani adalah dengan dikeluarkannya

sebuah keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(IVC},IPAN) oomor gltKEPl M.PAN/10/2001 tentang jabatan tungsional

pengawrs sekolah. Keputusan ini menjelaskan "Dalam upaya meningkatkan

kualitas supervisi pembelajaran di sekolah, pemerintah telah menetapkan

standar kinerja pengawas mer{adi jabatan fungsional pengawas sekolah yang



sebelumnya hanya tugas administratif." Hal ini diarahkan pada peningkatan

kualitas supervisi pembelajaran di sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja

guru dan hasil belajar siswa yang menjadi indikator mutu pendidikan.

Faktor penghambat dalam efektivitas pembinaan guru lebih pada faktor

pribadi, yakni ketidakmampuan para pengawas untuk melaksanakan pembinaan

terhadap guru pendidikan jasmani secara efektif karena keterbatasan

pengetahuan, keterampilan, dan bahkan kepribadiannya. Salah satu faktor yang

memperburuk citra dan kinerja pengawas sekolah adalah latar belakang

pengawas yang tidak menguasai bidangnya serta tidak cukup memiliki motivasi

dan peluang yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Gambaran dari studi pendahuluan berupa analisis kondisi berkenaan

dengan implementasi model supervisi pembelajaran pendidikan jasmani di SD

oleh pengawas sekolah di Kota Bandung sebagai berikut. Pertama, belum

adanya pedoman yang baku untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan

jasmani SD, sehingga pengawas dalam rnenjalankan tugasnya di lapangan

menjadi tidak terpola secara apik. Mengacu pada SK Mendikbud Nomor

020N11998, supervisi untuk mata pelajaran pendidikan jasmani di SD menjadi

tanggung jawab dari pengawas sekolah. Kedua, sampai saat ini masih dirasakan

keterbatasan personil yang layak memangku tugas dan peran sebagai pengawas

(supervisor) pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Keterbatasan personil

tersebut disebabkan oleh sistem birokrasi yang kurang mendukung. Ketiga,

menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2005

tercatat sebanyak 7903 orang yang terdiri dari guru kelas, guru pendidikan

jasmani, dan guru agama Rasio pengawas dengan guru adalah satu dibanding



105. Jelas kondisi ini sangat tidak memadai manakala pengawas harus

mengawasi guru sebanyak itu dalam berbagai ragam mata pelajaran, termasuk

pendidikan jasmani yang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan

mata pelajaran lainnya di sekolah dasar. Lebih lanju! kondisi pengawas

pendidikan ini dijelaskan oleh Furqon (2006), "Kurangnya tenaga pengawas

pendidikan menjadi salah satu masalah rendahnya mutu pendidikan di

lndonesia." Keempa! kurangnya profesionalisme para pelaksana supervisi

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah saat ini, ditandai dengan

kurangnya pemahaman para pengawas dalam mata pelajaran pendidikan

jasmani sebagai bidang tugas yang harus dilakukannya. Lemahnya kompetensi

yang dimiliki oleh para pengawas yang ad4 mengakibatkan corak dan gayanya

seolah-olah seperti inspeksi, hanya mencari-cari kesalahan para guru pendidikan

jasmani pada setiap kali kunjungan. Kelim4 apa yang dirasakan di sekolah saat

ini, para pengawas belum dapat menjalankan tugas pokok manajemen yang

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagai tahapan suatu

kegiatan. Dari 75 orang pengawas TMD/SDLB yang terdaftar di Dinas

Pendidikan Kota Bandun g, 1001/,o pengawas tidak memiliki latar belakang

keilmuan pendidikan jasmani dan olahraga. Furqon (2006) nnenjelaskan bahwa,

"Masih ditemukan tenaga pengawas yang tidak menguasai substansi. "Oleh

karena rtu, upaya unfuk meningkatkan kemampuan profesional para pengawas

harus menrpakan suafu keniscayaan.

Fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, sezungguhnya juga terjadi

di wilayah Kalimantan Selataq terutama di kota Banjarbaru. Belum adanya

pedoman yang baku untuk digunakan dalarn pembelajaran pendidikan jasmani



SD, ratio perbandingan jumlah guru dan pengawas yang tidak berbanding,

keterbatasan personil yang layak memangku tugas dan peran sebagai pengawas

(supervisor) pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, kurangnya profesionalisme

para pelaksana supervisi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah

saat ini, dan belum dijalankannya tugas pokok manajemen para pengawas yang

terdiri atas perencanrurn, pelaksanaan, dan penilaian sebagai tahapan suatu

kegiatan pengawasan menjadi momok dan problem dalam dunia pendidikan

kit4 khususnya di kota Banjarbafl,r, Kalimantan Selatan. oleh karenanya

menjadi sangat penting kiranya, dilakukan suatu penelitian mengenai

"Rekruitnen Supervisor Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar di Kota

Banjarbaru" untuk melihat secara mendalam mengenai proses rekruitmen dan

pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan

profesionalisme para pengawas, khususnya pengawas pendidikan jasmani di

Kota Banjarbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah utama

yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan proses rekrutmen

pengawas pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru. Fokus

dari penelitian di atas, kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah berikut:

l) Bagaimana kreteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan

jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru?

2) Bagaimana proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada

Sekolah Dasar di kota Banjarbanr?



3) Bagaimana respon para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar Kota

Banjarbaru terhadap kreteria, persyaratan, dan proses rekrutmen

supervisor pendidikan j asmani?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui,

menggali, dan mendeskripsikan proses rekrutmen supervisor pendidikan

jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru. Dengan kata lain, tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan,

yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1) Kreteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani pada

Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru.

2) Proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di

kota Banjarbaru.

3) Respon para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar Kota Banjarbaru

terhadap kreteri4 persyaratan, dan proses rekrutmen supervisor

pendidikan jasmani.

1.4 Signilikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangsih secara

keilmuan maupun secara praktis. Secara keilmuan diharapkan memberikan

sumbangan terhadap perkembangan dan kajian-kajian penting berkenaan

pendidikan jasmani dengan fokus kajian pada supervisi pendidikan jasmani di

sekolah dasar. Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan

sumbangan pokok-pokok dan gagasan pemikiran berkenaan dengan sistem dan



proses rekrutmen supervisor pendidikan jasmani, khususnya di Kota

Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

I.5 Produk Penelitian

Produk akhir dari penelitian ini, di samping deskripsi dan pembahasan

tentang kriteria dan persyaratan, serta proses rekrutment supervisor pendidikan

jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru, juga berupa dokumen dan

rekomendasi mengenai proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan,

khususnya supervisor dengan cara-cara yang professional, transparan, efektif

dan efesien.



BAB tr
KAJIAN PUSTAKA

2. I Supervisi Pendidikan

Supervisi secara etimologi berasal dari kata "super" dan "visi" yang

mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari

atas yang dilakukan oleh.pihak atasan terhadap aktifitas, kreativitas, dan kinerja

bawatran. Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi, bahkan

dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara

bergantian. Istilah-istilah tersebut antara lain: pengawasan, pemeriksaan, dan

inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan

pengamatan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang

dilaksanakan telah mencapai tujuan. tnspeksi dimaksudkan untuk mengetahui

kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu

pekerjaan.

Untuk memperoleh pemahaman dan wawasan tentang supervisi, berikut

dikemukakan beberapa pengertian supervisi dari para ahli. Chart€r Good's

Dictionary of Education (dalam Mulyas4 2002), mendefinisikan supervisi

sebagai segala usatra pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga

kependidikan lainnya, untuk memperbaiki pengajaran, termasuk morstimulasi,

menyelelsi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guil-guru, menyeleksi dan

merevisi tujuan-tujuan pendidikaq bahan pengajararL dan metode-metode

mengajar serta evaluasi pengajaran. Sementara dalam Petunjuk Pelaksanaan

Supervisi Pendidikan di SekolalU supervisi diartikan sebagai bantuan yang
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diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar

mengajar yang lebih baik (Depdikbud, 1994)- Sedangkan Pidarta memandang

supervisi sebagai kegiatan membina atau membimbing guru agar bekerja

dengan betul dalam mendidik dan mengajar siswanya (Pidarta 1992).

Diantara beberapa definisi supervisi diatas terdapat beberapa kesamaan

yaitu: (1) merupakan suatu proses pemberian bantuan, pengarahan, dan

pembinaarq (2) pengajaran ditujukan kepada guru-guru, (3) bukan mencari

kesalahan bawaharl (4) diberikan untuk membantu meningkatkan dan

memperbaiki kemampuan guru dalam pengajaran, (5) meningkatkan prestasi

belajar siswa.

Secara teoritis permasalahan penelitian ini dikaji secara pustaka bahwa

dengan perkembangan masyarakat yang sedemikian kompleks, unsur supervisi

menjadi hal yang sangat subtansial. Sehingga dalam pemberian makna

supervisipun sudah mulai bergeser dari hanya sekedar memeriksa sudah

menjadi memperbaiki. Dengan pengertian sebagai suatu kegiatan untuk mencari

persoalan-persoalan yang dihadapi obyek pengawasan serta mencari solusinya

untuk kemajuan di masa mendatang. Menurut Soetjipto dan Kosasi (1999:233)

bahwq "Supervisi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu pengertian bantuan

dan perbaikan." Segala banfuan dari pengawas yang tertuju pada perkembangan

kepemimpinan individu dalam meng:lcapai tujuan. Sedangkan Sergiovanni dan

Strratt (1993) berpendapat bahwa tugas utarna supervisi adalah perbaikan

situasi. Nampak ada kesepakatan umum bahwa kegiatan supervisi ditujukan

untuk perbaikan. Perbaikan itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan

profesional individu yang diawasinya. Jadi, secara sederhana supervisi dimaknai

.-Ffl
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sebagai usaha yang dilakukan oleh pengawas untuk memberikan bantuan

kepada individu dalam memperbaiki kinerjany4 kalau dalam konteks

pembelajaran individu tersebut adalah guru. Guru yang menjadi subyek

perbaikan dibina dan diarahkan untuk. menjadi pekerja pendidikan yang

bermutu dan profesional.

Supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekadar konhol untuk melihat

apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tetapi lebih

dari itu" supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang lebih luas.

Kegiatan supervisi dapat meliputi penentuan syarat-syarat personal dan usaha

untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam kerangka keseluruhan kegiatan

pendidikan di sekolatu supervisi mempunyai kawasan tugas sebagai bagian dari

kegiatan sekolah yang langsung berhubungan dengan pengajaran tetapi tidak

langsung berhubungan dengan siswa.

Supervisi pembelajaran berbeda dengan administrasi pendidikan.

Administrasi pendidikan adalah proses dan bentuk kerja sama antara dua orang

atau lebih banyak lagi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan supervisi

pembelajaran mengkonsentasikan kawasannya pada berbagai usaha untuk

membantu guru dalam proses perbaikan pembelajarannya. Dengan demikian,

maka supervisi dapat disimpulkan sebagai bagian dari kegiatan administrasi

pendidikan.

Dalam melaksanakan supervisi pembelajaran di sekolall pemahaman

tenhng landasan dan siapa yang melaksanakan supervisi sangatlah diperlukan.

Terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan

supervisi pendidikan, menurut
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Soetjito dan Kosasi (1999:239) kegiatan supervisi perlu dilandasioleh beberapa

hal, yaitu:

l) Dilandasi pada falsafah dasar negara seperti Indonesi4 yaitu Pancasila.

Dalam melaksanakan bantuan untuk perbaikan proses belajar mengajar,

pengawas harus dijiwai oleh penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

2) Dilandasi pada pendekatan ilrniah dan dilakukan secara keatif, seperti

berpikir logis, obyektif, verifikasi data dan terbuka terhadap kritik.

3) Dilandasi pada keberhasilan dari prestasi belajar siswa dalam proses

belajar mengajar.

4) Dilandasi pada kontinuitas perbaikan dan perubahan program

pengajaran dengan hasil terjadinya peningkatan proses dan hasil belajar

siswa.

5) Dilandasi pada upaya mengembangkan keadaan yang mendukung

terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.

Jadi pada dasarnya supervisi pembelajaran merupakan kegiatan yang

berhubungan langsung dengan pengajaran tetapi tidak langsung dengan siswa.

Supenrisi merupakan bantuan kepada guru dalam perbaikan situasi atau suasana

pembelajaran. Sehingga dengan demikian, tujuan pendidikan yang ingin dicapai

yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dunia pendidikan

dengan berlandaskan pada peningkatan confrol quality, process quality, dan

output quallty dapat terjaga dan terlalsana dengan baik.

2.2 Tujuan Supervisi

Berdasarkan beberapa kajian terhadap pengertian supervisi dapat

disimpulkan batrwa supe,lvisi bertujuan mengembangkan iklim yang kondusif
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dan lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar, melalui pembinaan dan

peningkatan profesi mengajar. Dengan kata lain tujuan supervise pengajaran

adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar

bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar

peserta didik. Secara khusus, Amatembun (dalam Mulyas4 2002)

mengemukakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk: (l) membina kepala

sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang

sebenamya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut, (2)

memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan

peserta didiknva menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif, (3) membantu

kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kitis terhadap aktivitas-

aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, sertamenolong mereka

merencanakan perbaikan-perbaikaq (4) meningkatkan kesadaran kepala

sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang

demokratis dan komprehensif,serta memperbesar kesediaan untuk tolong-

menolong, (5) memperbesar semangat guru-guru meningkatkan motivasi

berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam

profesinl'4(6) membantu kepala sekolah untuk mernpopulerkan pengembangan

progam pendidikan di sekolah kepada masyarakag (7) melindungi orang-orang

yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik

yang tidak sehat dari masyarakat, (8) membantu kepala sekolahdan guru-guru

dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan

kreativitas peserta didilq (9) mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di

antara guru-guru.
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Sergeovanni (dalam Pidarta 1992), menyatakan bahwa sehubungan

dengan tujuan supervisi adalah: (l) tujuan akhir adalah untuk mencapai

pertumbuhan dan perkembangan sisw4 (2) tujuan kedua adalah membantu

kepala sekolah dalam menyukseskan program pendidikan dari waktu ke waktu

secara kontinr4 (3) tujuan dekat adalah bekerja sama mengembangkan

prosesbelajar mengajar yang tepa! dan (4) tujuan perantara adalah membina

guru-guru agar dapat mendidik para siswa dengan baik atau menegakkan

disiplin secara manusiawi.

2.3. Prinsip.Prinsip Supervisi

Dalam melaksanakan tugasnya kepala sekolah yang berfungsi sebagai

supervisor hendaknya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip

supervisi. Prinsip-rinsip supervisi menurut Hariwung (1989), dan Sahertian

(1994) adalah:

a. Supervisi hendaknya bersifat ilmiah yang mencakup unsur-unsur: 1)

sistematis, berarti dilaksanakan seoara teratur, berencana dan kontinu; 2)

objektif, artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyat4

bukan tafsiran pribadi; 3) menggunakan alat (instrumen) yang dapat

memberi infomrasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian

terhadap proses belajar mengajar; 4) supervisi dilakukan berdasarkan

prinsip demokratis, bukan karena takut atau karena intimidasi

atasAr"tetapi dilaln*an atas dasar kekeluargaarg melalui musyawarah,

saling memberi dan menerima; 5) supervisi dilakukan dengan cara

bekerja sarna atau kooperatif dan selalu mengarahkan kegiatannya untuk

mencapai tujuan bersama dengan menciptakan situasi belajar mengajar
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yang lebih baik; 6) supervisi dilakukan atas dasar kreativitas dan inisiatif

guru sendiri dimana supervisor hanya memberikan contoh dan dorongan

agar tercipta situasi belajar mengajar yang lebih baik; 7) supervisi

dilakukan secara terbuk4 tidak sembunyi-sembunyi, melainkan dengan

cara terus-terang melalui pemberitahuan resmi atau tidak resmi sehingga

guru yang akan disupervisi tahu bahwa dirinya akan disupervisi; 8)

supervisi hendaknya dilakukan secara profesional, berkesinambungan,

dan teratur sehingga diharapkan tercipta self supervision.

Memperhatikan beberapa prinsip supervisi,sehingga dalam pelaksanaan

supervisi hendaknya menghindari kesan sebagai berikut: l) mencari-cari

kesalahan dalam melaksanakan supervisi; 2) pelaksanaan supervisi yang

sekedar formalitas; 3) tidak adanya rencana yang rinci secara sistimatis;

4) supervisi hanya diperuntukkan pada guru-guru tertentu saja (tidak

menyeluruh) dan tidak kontinyu; 5) tidak memberikan solusi dan tindak

lanjut bila ditemukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang

dilahlkan oleh guru; 6) hubungan bersifat birokratif atau sebaliknya

membebaskan terhadap guru-guru yang disupervisi; 7)menakut-nakuti

dengan memberikan beberapa bentuk sanksi yang akan diberikan; 8)

tidak menghargai dan tidak memahami terhadap kemampuan, martabat,

dan keunikan yang dimiliki tiap-tiap guru; 9) bersifat sombong

menonjolkan diri bahwa dialah yang paling pandai; l0) memberikan

nasehat diluar tugasnya tanpa dimintaoleh guru yang disupervisi.
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2.4 Supervisi Pendidikan Sekolah Dasar

Peningkatan mutu pendidikan adalah merupakan salah satu tugas dari

supervisor. Hal ini adalah sebagai gambaran bahwa sistem pendidikan di

Indonesia belum gagal, sebab ia mampu menempamanusia-manusia yang dapat

melaksanakan pembangunan di segala bidang seperti sekarang @idarta, 1990).

Dalam proses pendidikan terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan oleh

supervisor,yaitu: (l) dimensi substantif, mengenai bahan apa yang akan diajar,

(2) dimensi tingkah lakgtentang bagaimana guru mengajar, (3) dimensi

lingkungan fisilg mengenai sarana dan prasarana(Lawrence dalam Hamalilq

2002). Supervisor menurut Pidarta (1990) digolongkan menjadi 2 yaitu:(l)

Kantor Diknas, dan (2) Kepala Sekolah.

Dalam peningkatan keprofesionalan seorang guru oleh supervisor, diharapkan

seorang guru tersebut: (l) mampu mengembangkan tanggung jawab yang bailq

(2) mampu melaksanakan perannya secara berhasil, (3) mampu bekerja dalam

usatra mencapai tujuan pendidikan, (4) mampu melaksanakan perannya dalam

proses belajarmengajar Glamalih 2002). Dengan adanya perhatian dari

supervisor mengenai hal di atas, maka pendidikan sebagai salah satu bentuk

investasi sumber daya manusia dapat teruujud. Pendidikan sebagai bentuk

investasi sumber daya manusia memiliki 3 tujuan, yaitu: (l) pendidikan suatu

bentuk konsumsi yang dapat memenuhi kepuasan seseorang untuk menikmati

peralihan pengetatruan dan keterampilan pada waktu sekarang (2) pendidikan

dapat membantu peningkatan keterampilan dan pengetahuan bekerja lebih

produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan tenaga kerja lulusan

pendidikan di masa mendatang, (3) pendidikan dapat memberikan pengaruh
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terhadap pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan (Suryadi, I 994).

Secara tidak langsung supervisor mempunyai pengaruh terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia pada era globalisasi. Ini dapat dilihat

dari sumber daya manusia yang: (l) mampu mengarahkan diri sendiri untuk

hidup mandiri, (2)dapat berpikir reflektif dan kreatif, (3) berani mengambil

resiko dan siap untuk bersaing, (4) memiliki pribadi yang kuat (5) memiliki

semangat dan melaksanakan ilmu dan teknologi, (6) mampu berbahasa asing,

(7) dapat membawa diri di dalam pergaulan dunia dan menghormati hak orang

lain, (8) berwawasan yang luas ke depan serta tidak takut kepada perubahan, (9)

mampu mengadakan kerjasama dalam waktu yang relatif lama (10) Pancasilais,

(11) taat beragama, (12) suka belajar dengan prinsip-prinsip belajar seumur

hidup (Pidarta 1998).

Superoisor lembaga pendidikan sekolah dasar dalam melakukan

supervisi perlu menggunakan beberapa instrumen untuk merekam keadaan dan

kegiatan yang berlangsung di sekolatr dasar yang disupervisi. Dalam Buku

Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Sekolah @epdikbu4 1994)

diberikan beberapa contoh insfumen yang meliputi: (l) instrumen monitoring

penerimaan dan orientasi siswa banr, (2) pengendalian jadwal pelajaran, (3)

instrumen pemantauan pelaksanaan ulangan umum bersama, (4) instrumen

pemantauan pelalaanaan EBTA/EBTANAS, (5) instnrmen adminisfasi

sekolah, (6) instrumen administasi kelas, (7) instnrmen observasi kelas.

Instrumen monitoring penerimaan siswa baru digunakan untuk

merekam: (a) ada tidaknyapengumuman penerimaan siswa bart1 (b) ada-

l8



6I

uep se^u6ued runE qelurn[ S) 'rq,r.rednslp lses upud uelgyNvlgiyylggp

Eue,( gpnr Eueptq (a) €useur-Eurspru rrBsBIe egeseq SvNVJgiyVIgiI

Ir{Eueu ryp1f Euw( a$srs roruou-rortrou (p) 'SVNVlgiyVIgg rrqr8ueur

rypp Eue[ uep Jf48uaur Suef '.regepueu Eue,( e,lasrs qqum[ (c) '1s;,uednqp

6uu,( qg 1uure1e rrup Brreu (q) 'SVtwtgiI ilgg uueuus:1u1sd (uefusp p8Euul

'rruq) n11em, (e) :tueleraur {ntm uqeunErp S17tqylgiyylgg ueuuesryled

uun4uetuad uaumr1sul 'gqarednslp tua( qg epdo{ 1nsn uup uems ({)

'uspdnqul lsi{Eq} ne1e tu1eurecel plEqt'u4nlEuesreq Etru{ gg plEurpped

ue8uep qelIsuu pnqusd (l) 'uu8uep e[e1q ry1m Buup requrns (1) 'uu8uep

egesed {npnp 1edrusl uu8uerele1 pq8u4 (q) 'ueEuqn Iuos tru,re>lnsq 1elfql

(E) 'uenulueued lws uped uq1fnp8ue{ uerufqed quu G) lepp nulu lem,pef

rensas ue>l?rru$lqrp (e) 'uernduec nele ulel OS runE uep n4e uelnlEuusJeq

Eue.( gg runE lrep e,(usu,$e8uod (p) 't t selal p/s I ssle{ {p"q rypB Euuduup

rrpuq Eue,( plrnru qulunf (c) rusep qelo{es Bur?u (q) 'rmum ueeueslaled

(luEEuq wp lrpr{) np{u^a (u) :urelanu 1nlun ueryun61p Brrrusreq rrmun

ue8ueln ueuueslulsd uanelueuod uolunqsul '6ue1nd (p) uep 'p leqerqsJ (c)

'I lerlerllsl (q) 'se1o1{nseu (u) :n sEe{ p/s I sule{ puntu-puntu uduraq F{nd

urerloJorr Intun ueleun8rp ue"rufuled leatpef gepus8usd ueum.Bst{'erepuaq

erecedn G) 'qe1o1es qpel etq ueselo[ued (s) 'qe1o1ss uuEunl8u[

ueEuep uqeus8uod (p) 'uerefe1ed pm.pel ue8usp uepuerysd (c) 
"{use1e>1

{ulIu>I-{e>Iu>I ueEuep ueleueryed (q) 'runE-run8 ue8uap ueluueryed (e) :u,fu1epu

Bpe tue>lerorrr {nlun ueleun8rp rueq ?/*s!s IseluoFo Equolluoru ueum.gsul

'uruuolrp ryp1t Eue{ rugupuad qelun[ (a) uep ?urtroltp Eue,( regepuad

qelun[ (p) 'regepued qelurnf (c) tueq elltsls ua?uluoued uuerltuude>1 efulepu



asal SD-nya masing-maisng, (g) ruang EBTA/EBTANAS yang jumlah

pengawasnya dua orang dan satu orang, (h) keadaan/suasana pelaksanaan

EBTA/EBTANS pada saat disupervisi. [nstrumen administrasi sekolah

digunakan untuk merekam: (a) nama dan alamat SD yang disupervisi, (b) nama

kepala SD, (c) administrasi pendidikan dan pengajaran, (d) administrasi

kesiswaan, (e) administrasi ketenagaan, (f) administrasi keuangan, dan (g)

hubungandengan masyarakat. Instrumen administrasi pendidikan dan

pengajaran meliputi: (a) program tahuan (b) progftrm catur wulan, (c) jadwal

pelajaran, (d) program supervisi, (e) pelaksanaan ulanganakhir catur wulan, (f)

rapat guru,dan (g) program ekstra kurikuler.lnstrumen adminisfiasi kesiswaan

meliputi: (a) buku induk sisw4 $) rincian jumlatr siswa, (c) buku klaper, (d)

mutasi sisw4 (e) absensi siswa (fl notulen rapat kenaikan kelas dan kelulusan.

Instrumen administrasi ketenagaan meliputi:(a) buku induk pegawai, (b) daftar

ketenagaan, (c) struktur organisasi, (d) pembagian tugas,(e) daftar hadir, (f)

daftar piket, (g) brrku pembinaan pegawai, (h) DP3.Instrumen administrasi

keuanganmeliputi: (a)RAPBS, (b) daftar gaji, (c) buku kas umum, (d) buku kas

bantuan pemerintab,(e) buku inventaris. Instnrmen hubungan dengan

masyarakat meliputi: (a) rapat BP3/I(omite sekola[dan (b) kunjungan ke wali

mlrid. Instum-en adminisfasi kelas digunakan untuk merekam: (a) nama dan

alamat SD, (b) ting@tan kelas, (c) namq NIP dan pangkat/golongan guru kelas,

(d)progpm catur wularl (e) buku persiapan harian, (f) evaluasi, (g) analisis

hasil evaluasi, (h) progmm perbaikan dan pengayaan, (i) bimbingan dan

penyuluhan, (i) bank dat4 G) absensi siswa, (l) papan absen, (m) buku

inventaris kelas,dan (n) tata tertib siswalnstrumen observasi kelas digunakan



untuk merekam: (a) nama dan alamat SD, (b) tingkatan kelas, (c) nama, NIP,

dan pangkat/golongan guru kelas, (d) pokok bahasan dan sub pokok bahasan

yang diajarkan pada saat disupervisi, (e) rumusan tujuan pembelajaran, (f)

kegiatan belajar-mengajar, (g) cara mengorganisir kegiatan belajar mengajar,

(h) penggunaan alaVmedia/sumber belajar, (D kreatifitas siswa dalam

memecahkan masalah, (,) bentuk evaluasi/teVuraian subyektif lisan,dan

perbuatan, (k) bimbingandan pelayanan individu siswa, (l) catatan untuk

penguatan/perbaikan kegiatan belajar mengajar.

2.S.Supervisi Pendidikan Jasmani

Pada dasarnya pelaksanaan supervisi yang dilakukan

pengawaVsupervisor pembelajaran mata pelajaran lainnya tidak berbeda

dibandingkan dengan pelaksanaan supervisi dalam pembelajaran pendidikan

jasmani. Pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani itu bukanlah berupa

penilaian dan inspeksi, atau mengawasi dalam arti mencari-cari kesalahan para

guru pendidikan jasmani belaka. Tetapi supervisi pendidikan jasmani itu

mengandung makna yang luas dan dalam, serta memiliki perspektif jauh ke

depan. Sebagai contotr, seorang pengawas pendidikan jasmani dan olahraga

melakukan supervisi pendidikan jasmani ke sekolah-sekolah yang menjadi

tanggung jawab di wilayahnya. trinyq pengawas tersebut melakukan

pengawasan terhadap situasi pendidikan pada unumnya termasuk mata

pelajaran pendidikan jasmani di sekolatr-sekolatr yang berada dalam wilayahnya

kekuasaan atau tanggung jawabnya. Demikian pula bagi para Kepala Sekolah

selaku pimpinan pendidikan di sebuah sekolah juga bertugas mengadakan

supervisi terhadap selunrh situasi pendidikan termasuk pendidikan jasmani di
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sekolah yang dipimpinnya. Bahkan para guru, termasuk guru pendidikan

jasmani sebagai pimpinan kelas ketika mengajar juga dapat bertugas melakukan

supervisi terhadap situasi pembelajaran pendidikan jasmani di kelasnya.

Pada esensinya tugas utama seorang pengawas pendidikan jasmani

dalam melaksanakan supervisi pendidikan jasmani itu antara lain adalah

melakukan pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan jasmani itu sendiri.

Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan situasi pendidikan jasmani itu

sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan ke arah perbaikan

atau peningkatan mutu pendidikan jasmani di sekolah yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memperjelas konsep utama tentang supervisi pendidikan

jasmani ini, ada baiknya terlebih dahulu kita ikuti beberapa esensi supervisi

secara umum dikemukakan Boardman, et.al. dalam Hariwung (1989) bahw4

"Esensi supervisi adalah rnenjaga, mengawasi, atau membimbing dan

mendorong aktivitas-aktivitas orang laindengan suatu pandangan tentang

perbaikannya". Dalam konteks pengajamrL supervisi pengajaran diartikan

sebagai suatu usaha untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing

pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara

individual maupun kelompok. Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah dalam

hal lebih baiknya pemahaman dan lebih efektifrrya performa (kinerja) euru-

guru terhadap seluruh fungsi pengajaran. Tujuannya adalalr, agar guru lebih

mampu mendorong dan membimbing pertumbuhan para siswanya secara terus-

menerus, sehingga para siswa dapat lebih berpartisipasi dengan amat cerdas dan

amat kaya di dalam masyarakat demokratis modern.
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SelanjutnyE masih dalam konteks supervisi pengajaran pada umumny4

Alfoson,Fith, dan Neville (1981:23) mengemukakan suatu definisinya sebagai

berikut "Instructional supervision is herein defined as: behavior officially

designed by the organization that directly affects teacher behavior in such a way

as to facilitate pupils learning and achieve the goals of organization." Artinya

supervisi pengajaran dalam hal ini didefinisikan sebaga: perilaku yang

dirancang secara resmi oleh organisasi yang secara langsung mempengaruhi

perilaku guru sedemikian rupa, sehingga memudahkan murid-murid belajar dan

mencapai tujuan lembaga. Sergiovanni dan Starratt (1993), bahwa untuk

mencapai tujuan tujuan supervisi "...to be realized a degree of control over

events is necessar5r, and in this sense supervision in schools". Hanya suatu hal

yang penting disadari oleh semua stakeholder, bagaimana mengekspresikan

suatu penilaian dan pengawasiln terhadap para guru pendidikan jasmani di

sekolah. Karena, jika keliru melakukan penilaian dan pengawasan terhadap

kinerja para guru pendidikan jasmani, meskipun bertujuan baih maka akan

menimbulkan masalah dan berakibat negatif terhadap seluruh upaya supervisi

pendidikan jasmani yang dilakukan.

Selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani, antara lain sebagai berikut:

a- Supervisi pendidikan jasmani harus demokratis. Miryq seorang

supervisor pendidikan jasmani harus melibatkan para gunr pendidikan

jasmani secara aktif, terutama dalam penyusunan progftm dan

pengambilan keputusan. Tanggung jawab perbaikan progftm pengajran

pendidikan jasmani tidak hanya terletak pada supervisor pendidikan
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jasmani semata, tetapi juga pada guru-guru pcndidikan jasmani itu

sendiri. Supervisor pendidikan jasmani tidak boleh mendominasi dalam

pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani. Karena penekanan supervi si

pendidikan jasmani yang demokratis adalah kooperatif dan aktif. Oleh

karena itu, program supervisi pendidikan jasmani, sebaiknya

direncanakan, dikembangkan dan dilaksanakan bersama secara

kooperatif dengan guru-guru pendidikan jasmani. Kepala Sekolah, dan

pihak-pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor pendidikan

jasmani.

Program supervisi pendidikan jasmani harus merupakan bagian integral

dalam progftm pendidikan secara keseluruhan. Sejalan dengan hakikat

pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya

pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tujuan supervisi pendidikan

jasmani sama dengan tujuan supervisi pendidikan pada umumnya, yaitu

untuk meningkatkan kualitas pombelajaran di sekolah, khususnya

pembelajaran pendidikan jasmani. Di dalam setiap organisasi

persekolahan dan organisasi pendidikan pada umumnya, terdapat

bermacam-macam sistem perilaku dengan fujuan yang sama, yaitu

telaqh pada tujuan pendidikan. Sistem perilaku yang dimaksud antara

lain: sistem perilaku adminisfatit, sistem perilaku pengajaran, termasuk

pengajaran pendidikan jasmani, sistem perilaku kesiswaan, sistem

perilaku pengembangan bimbingan dan konseling, dan sistem perilaku

supervisi pengajaraq termasuk pula supervisi pendidikan jasmani.

Antara satu sistem perilaku dengan sistem perilaku lainnya merupakan
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c.

satu kesatuan yang integral, dan saling pengaruh mempengaruhi satu

sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaann,v-a harus secara integral pula.

Jadi, dengan demikian, upaya untuk mewujudkan prinsip ini diperlukan

hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor pendidikan jasmani

dengan semua pihak pelaksana program pendidikan lainnya, terlebih-

lebih dengan guru-guru pendidikan jasmani di sekolah.

Supervisi pendidikan j asmani hendaknya bers ifat komprehensif. Artinya

program supervisi pendidikan jasmani harus mencakup keseluruhan

aspek pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Mulai dari

penetapan tujuan, perencanaan program, pemilihan materi kegiatan

pembelajaran, pelaksanaan PBM, sampai pada evaluasi dan

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan jasmani lebih

lanjut. Meskipun mungkin ada penekanan tertentu terhadap satau atau

dua aspek berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

Supervisi pendidikan jasmani harus bersifat konstruktif. Artinya

supervisi pendidikan jasmani itu bukanlah untuk mencari-cari kesalahan

bawahan dalam hal ini guru-guru pendidikan jasmani di sekolah.

Supervisi pendidikan jasmani bukan melakukan inspeksi terhaCap

program dan guru pendidikan jasmani di sekolah, namun bertujuan

untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran pendidikan

jasmani di sekolah, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas

perilaku para siswanya. Meskipun dalam proses pelaksanaan supervisi

pendidikan jasmani tidak lepas dari kegiatan pengawasan dan penilaian

kinerja para guu pendidikan jasmani, namun pada prinsipnya bertujuan

d.
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e.

untuk pengendalian mutu, memotivasi guru-guru pendidikan jasmani itu

sendiri. Karena superv-isi pendidikan jasmani itu sendiri merupakan

suatu profesi yang harus dikembangkan terus menerus.

Supervisi pendidikan jasmani harus bersifat obyektif. Artinya dalam

penyusunan program, pelaksanaan, dan mengevaluasi keberhasilan

program pendidikan jasmani di sekolah, maka supervisi pendidikan

jasmani harus obyektif. Supervisor pendidikan jasmani tidak boleh

hanya menerima informasi sepintas, seperti: isu, isapan jempol, fitnah

dari mulut ke mulut saja. Ini berarti pen),usunan program dan

pelaksanaan program supervisi pendidikan jasmani harus didasarkan

pada data, fakta" dan kenyataan, serta kebutuhan riil yang terjadi di

lapangan. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan progrcm

supervisi pendidikan jasmani, dan pengembangan profesional guru

pendidikan jasmani, harus berdasarkan data yang obyektif, terhindar dari

perasaan subyektif, karena kebenoiaru dendam, dan bujukan orang lain.

Oleh karena itu, di sinilah letak pentingnya asesmen informasi yang

akurat dan instrumen pengukur dan pengumpul data yang valid dan

raliabel untuk rnemperoleh gambaran tentang kemampuan profesional

guru pendidikan jasmani, terutama dalam mengelola PBM pendidikan

jasmani di sekolah.

Supervisi pendidikan jasmani harus dilakukan secara

berkesinambungan. Pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani bukan

berarti merupakan tugas sambil lalu, atau sewaktu-waktu, bila ada waktu

dan kesempatan. Tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Karena,

i,ii.i:
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logikanya adalah munculnya masalah-masalah dalam pendidikan dan

termasuk pendidikan jasmani akan selalu terjadi. sejalan dengan

perubahan sosial, politik, ekonomi, buday4 iptelq sebagai akibat

derasnya arus informasi dan komunikasi global dan lokal. Oleh karena

itu, tugas supervisi pendidikan jasmani merupakan tugas dan fungsi

yang esensial dalam keseluruhan program pendidikan pada umumnya

dan program persekolahan pada khususnya. Ketika guru pendidikan

jasmani telah berhasil mengembangkan dirinya sebagai seorang

profesional, bukan berarti selesailah tugas supervisor pendidikan

jasmani, nllmun harus tetap dibina dandikembangkan secara

berkesinambungan.

Supervisi pendidikan jasmani harus mampu menciptakan hubungan

manusiawi yang harmonis. Hubungan manusiawi hendaknya dijalin

tidak hanya antata supervisor pendidikan jasmani dengan para guru

pendidikan jasmani saja, tetapi harus juga dengan pihak-pihak lain yang

terkait dengan program dan pelaksanaan supervisi pendidikan jasmani

tersebut. Oleh karena rtu, hubungan manusiawi yang diciptakan

hendaknya bersifat terbuka, Iebih mementingkan kesetiakawanan, dan

informasi. Ini berarti seoftlng supervisor pendidikan jasmani dilihat dari

karakteristik kepribadiannya harus memiliki sifat-sifat: senang

membantu, dan memahami orang lain, terbuka" jujur, tulus, sabar,

antusias, dapat dipercay4 dan penuh humor.

Supervisi pendidikan jasmani dewasa ini hendaknya dapat menerapkan

asumsi-asumsi supervisi sumber daya manusia dan sekaligus pula
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supervisi hubungan manusiawi. Penerapan gabungan dari kedua model

supervisi tersebut, diharapkan lahir model supervisi pendidikan jasmani

yang bersifat normatif dan profesional.

i. Supervisi pendidikan jasmani hendaknya didasarkan atas filsafut dan

ilmu pengetahuan, dengan menggunakan motede dan sikap ilmiah,

sepanjang metode dan sikap ilmiah itu dapat digunakan. Metode dan

sikap ilmiah ini amat penting untuk memahami gejala dan proses

dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam pendidikan jasmani

itu sendiri.

Berdasarkan uraian mengenai supervisi pendidikan jasmani di atas dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam pelaksanaan supervisi tugas pokok pengawas dan kepala sekolah

adalah sebagai supervisor (pengawas) terutama membantu para guru

pendidikan jasmani dalam mengembangkan potensi dan

keterampilannya sebaik mungkin. '

b. Dalam pelaksanaan supervisi, pengawas dan kepala sekolah harus

memahami esensi supervisi, yaitu: seorang pengawas pendidikan

jasmani dalam melaksanakan supervisi pendidikan jasmani itu antara

lain adalah melakukan pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan

jasmani itu sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan berupa bimbingan

situasi pendidikan jasmani itu sendiri. Pembinaan yang dimaksudkan

berupa bimbingan ke aratr perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan

jasmani di sekolah yang bersangkutan.
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c. Dalam pelaksanaan supervisi, pengawas harus mengupayakan untuk

mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing pertumbuhan guru-

guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individual

maupun kelompok. Perrumbuhan yang dimaksudkan adalah dalam hal

lebih baiknya pemahaman dan lebih efektifrrya performa (kinerja) guru-

guru terhadap seluruh fungsi pengajaran. Tujuannya adalah agar guru

lebih mampu mendorong dan membimbing pertumbuhan para siswanya

secara terus-menerus, sehingga para siswa dapat lebih berpartisipasi di

dalam masyarakat.

2.6 Teori Sikap (Respon)

Travers, Gragne dan Cronbach dalam Christopher (2013) menyatakan

bahwa sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu:

1) Komponen Cognitif (Kognitif)

Berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada

informasi, yang berhubungan dengan objek. Komponen kognitif berisi

kepercayaan seseorang mengenal apa yang berlaku atau apa yang benar

bagi objek sikap. Seringkali apa yang dipercayai seseorang itu

merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam

pikirannya. Kepercayaan datang dari apa yang telah dilihat atau apa

yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah dilihat itu kemudian

dibentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum

suatu objek.

Hanya terpaan atau pendekatan terhadap informasi baru. Selain itu

informasi baru, perasaan, emosi, dan keinginannya dapat mencegah
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2)

timbulnya perubahan kognitif. N{udahnya terjadi perubahan kognitif

sebagian mencerminkan tingkat kemampuan intelektual seseorang. Di

satu piha( orang yang lebih cerdasmampu melakukan hal-hal yang

"lebih kognitif', yakni ia lebih mampu melakukan mereorganisasikan

sitem-sistem kognitifnya, menyatukan informasi baru, dan mencapaiu

restrukturisasi yang berwawasan.

Komponen Affevtive (Afekti0

Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang

berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif

menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu

objek sikap.pada umumnyq reaksi emosional yang merupakan

komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayan atau apa

yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud.

Komponen Behavior (Konatif)

Melibatkan salah satu proposisi untuk bertindak terhadap objek.

Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana

perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang

berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

3)
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BAB ITI

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini dirancang mengikuti prinsip-prinsip dalam penelitian

kualitatif. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20), penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan

implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam

situasi alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat

kualitatif (Husaini dan Setiady, 2001:78). Dengan kata lain, sesuai makna

etimologinya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistih

atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka (Strauss &

Corbin, 1990). Karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk

bilangan, angk4 skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya

dianalisis dengan menggunakan perhitungqn matematik atau statistik (Creswell,

2002).

Menurut Creswell (2003), pendekatan kualitatif adalah pendekatan

untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif

(misalny4 makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai

sosial dan sejaratr, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan

tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap

politib istt kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Dengan demikian,

penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

objek yang diteliti secara mendalam. Lincoln dan Guba (1982) menjelaskan
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bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun ideografik dari body of

knowledge, sehingga cenderung dilakukan tidak untuk menemukan hukum-

hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan untuk membuat

penjelasan mendalam atau ekstrapolasi atas objek tersebut.

3.2. Objek

Objek penelitian merupakan variabel atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Karenanya, yang menjadi

objek dalam penelitian ini berkenaan dengan kriteria, persyaratan, dan proses

rekrutmen supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar di Kota

Banjarbaru dengan pelbagai permasalahannya.

3.3. Subyek Penelitian

Dalam jenis penelitian kualitatif seperti ini dikenal istilah subyek

penelitian, dalam arti mereka yang diteliti. Mereka tidak hanya memberi respon

untuk memilih jawaban, tetapi juga didengar pendapatnya melalui ungkapan-

ungkapan dalam wawancara dengan mereka.

3.4 Analisis Data

Menurut Patton (1980) analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikanya ke dalam suatu pol4 kategori, dan satuan uraian dasar.

Sedangkan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis

(ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan

tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi Patton lebih

menitikberatkan pengorganisasian dat^ sedangkan definisi Taylor lebih

menekankan maksud dan tujuan analisis data.
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Menurut Hasyim (1983:41), analisis data adalah serangkaian kegiatan

mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi seperangkat hasil penelitian,

baik dalam bentuk penemuan-penemutrn baru maupun dalam bentuk

pembuktian kebenaran anggapan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disintesiskan bahwa analisis data

merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pol4

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan berdasarkan perolehan data. Hal ini dikarenakan data yang

terkumpul banyak sekali, Sehingga perlu dilakukan kegiatan untuk mengatur,

mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.

Analisis data itu sendiri dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti

pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan

dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan

menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan

tenag4 pikiran peneliti. Selain menganalisis data. Peneliti juga perlu untuk

mendalami referensi, buku rujukan, atau kepustakaan guna mengkonfirmasikan

teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

Menunt Owen (1987) dalam penelitian kualitati{, analisis data

dilakukarl bersamaan dengan pengumpulan data. Lebih jauh dijelaskan pula

bahwa analisis data merupakan proses penelaahan, pengurutan dan

pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan

mengangkatnya menjadi teori sebagai hasil penelitian (Miles dan Huberman,

1e86).
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Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya penganalisaan data

dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu selama proses

pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Hasil anatisis datatahappertama

dijadikan bahan pertimbangan untuk meneliti kembali masalah penelitian,

rumusan masalatr, dan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Pada

tahap kedua hasil analisis data tahap pertama dilanjutkan dengan pemberian

sandi, penomorarL dan penyortiran @ogdan dan Biklen, 1982).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Subyek penilitian ini melibatkan 6 (enam) orang dengan rincian sebagai

berikut:

NO JABATAN JUMLAH

I Kepala Sekolah SD 2

2 Guru Pendidikan Jasmani 2

aJ Pengawas Umum I

4 Pengawas Pendidikan Jasmani I

JTIMLAH 6

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Kriteria dan Syarat Calon Pengawas

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses

rekruihnen supervisor penjas di Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru Kalimantan

Selatan. Beberapa informasi digali dari beberapa sumber berbeda seperti telah

diuraikan mengenai siapa saja yang menjadi subyek penelitian ini. Ada dua hal

utama yang dikaji dalam penelitian ini, yang pertama menyangkut pandangan

dan sikap para subyek penelitian terhadap kriteria dan syarat calon supervisor

penjas SD di kota Banjarbaru.

Sesuai kerangka teroi yang digunakan adalah menyangkut respon, maka

ada beberapa kategori pembahasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini.
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Pertama adalah menyangkut aspek kognisi, afeksi dan konasi subyek penelitian

mengenai kriteria dan syarat calon supervisor dan proses rekruitmen itu sendiri.

Pengetahuan mengenai kriteria calon supervisor SD secara umum tidak

semua subyek penelitian mengetahui dengan baik. Pengawas umum (bukan

penjas) dan kepala SD mengetahui kriteria calon supervisor SD. Sedangkan

untuk pengawas penjas pengetahuannya cukup bagus, meski tidak sedetail yang

dikuasai oleh kepala SD dan pengawas umum. Namun demikian salah satu

subyek penelitian yang berlatar belakang guru penjas SD mengetahui kriteria

calon supervisor SD sangat baik seperti halnya pengawas umum dan kepala

sekolah. Sedangkan guru penjas lainnya yang menjadi subyek penelitian kurang

begitu mengetahui detail tentang kriteria dan syarat calon supervisor SD. Data

demikian menunjukkan adanya variasi pengetahuan tentang kriteria dan syarat

calon supervisor SD dari kepala sekolah, pengawas umum dan guru penjas. Dari

hal ini dapat diperoleh gambaran bahwa informasi mengenai kriteria dan syarat

calon supervisor diketahui oleh mereka yang berkepentingaq baik dari guru,

kepala sekolah dan pengawas.

Jika kita menilik beberapa peraturan yang ada mengenai kriteria

pengawas sekolah, baik yang umum ataupun mata pelajaran, diketahui beberapa

kriteri pengawas sekolah. Pasal I ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan

Beban Kerja Gunr, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah, bahwa yang

disebut Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil @NS) yang

diangkat dalam jabatan p€ngawas satuan pendidikan. Dalam pasal ini seorang

pengawas sekolah adalah seor:rng pegawai negeri sipil. Dengan demikian, tidak
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mungkin seorang guru dengan status pegawai (sekolah/yayasan) swasta menjadi

pengawas sekolah.

Peraturan lainnya adalah Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa

kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:

a) Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau

kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang

pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

b) memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan

pendidikan;

c) lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Poin (a) dapat disimpulkan bahwa guru dengan kriteria tersebut adalah guru

pegawai negeri sipil @NS). Yang tidak kalah penting adalah sudah lulus seleksi

pengawas satuan pendidikan. Untuk hal ini akan dibahas pada bagian bab ini

selanjutnya. ,

Menyangkut persyaratan, lebih rinci lagi adalah Peraturan Bersama

Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

0lllii1Pbl2}l I dan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya. Pasal 13 ayat (1)

Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah,

sebagai berikut:

a) masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan

pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang
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diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4

(empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

b) berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV bidang pendidikan;

c) memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang

pengawasan;

d) memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIVc;

e) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

0 lulus seleksi calon Pengawas Sekolah

g) telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan

memperoleh STTPP; dan

h) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Pendidikan Pasal53 menyebutkan syarat p€ngawas sekolah, yaitu:

(l) Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)

kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan

berbasis sarjana (Sl) dalam nrmpun mata pelajaran yang relevan pada

perguruan tinggi terakreditasi.

(2) Bersertifrkat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan

pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau

kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.

(3) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang IIVc.
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(4) Berusia setingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai

pengawas satuan pendidikan.

(5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji

kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas,

pada lembaga yang ditetapkan pemerintah

(6) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian,

Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademilg Evaluasi Pendidikan,

Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.

(7) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti pendidikan

dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah

atau lembaga yang ditunjuk.

Jika dicermati beberapa peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarbaru sudah menentukan

syarat spesifik dari hal-hal yang diatur umum. Dalam hal ini misalnya mengenai

kompetensi yang harus dipenuhi adalah Kepribadian, Supervisi dan Manajerial,

Supervisi Akademit Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta

Sosial.

Ketika pertanyaan diajukan kepada para subyek penelitian lebih rinci,

misalnya pengetahuan tentang kriteria dan syarat calon supervisor dari sisi

umur, pendidikan da, pangkaL tidak semua subyek penelitian mengetahui

dengan yakin.Pengawas umum dan kepala sekolah adalah mereka yang benar-

benar mengetahui kriteria rinci berkaitan dengan umur, pangkat dan pendidikan.

Sedangkan sebagian guru penjas kurang begitu rinci pengetahuannya tentang

kriteria-kriteria tersebut.lni menggambarkan bahwa level jabatan yang memang
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mengarah kepada jabatan sebagai supervisor lebih mengetahui detail kriteria

dan syarat calon supervisor.

Kriteria dan syarat calon supervisor lainnya seperti sarat kesarjanaan,

prestasi, pendidikan khusus bagi pengawas, ada satu subyek penelitian yang

kurang mengerti hal tersebut. Salah satu guru penjas tidak mengetahui detail

tentang itu. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa guru penjas

tersebut belum pernah mengikuti proses seleksi pengawas, jadi informasi

tentang kriteria dan syarat calon supervisor kurang begitu dikuasai. Guru penjas

lainnya memiliki pengelaman proses tersebut, sehingga ia memiliki

pengetahuan memadai tentang kriteria dan syarat calon supervisor SD.

Menyangkut pengetahuan mereka tentang perbedaan antara kriteria dan

persyaratan, sebagian besar subyek penelitian memberikan jawaban, bahwa

mereka mengetahuinya. Misalnya seorang guru SD (GR-l) menyatakan:

"kriteria itu menyangkut hal-hal pokok yang harus ada pada diri seorang calon
pengawa$ misalnya dia adalah guil, dia mengikuti seleksi pengawas.
Sedangkan syarat adalah menyangkut apa saja yang harus dipenuhi jika akan
menjadi pengawas. Seseorang kalau hanya memenuhi kriteria saja banyalq
tetapi belum tentu dia memenuhi syarat untuk menjadi pengawas, misalnya
lulus seleksi dan pendidikan latihan sebagai pengawas".

Pernyataan ini cukup memberikan gambaran mengenai aspek kognisi dari

subyek penelitian mengenai kriteria dan syarat sebagai pengawas pendidikan

jasmani di Sekolah Dasar.

Aspek berikutrya setelah kognisi adalah afeksi. Menunjuk pada dimensi

emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini

dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif

menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek
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sikap.pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini

banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar

dan berlaku bagi objek termaksud. Hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah

aspek afeksi dari para subyek penelitian mengenai kriteria dan syarat calon

pengawas pendidikan jasmani di SD di Kota Banjarbaru.

Bagi mereka kriteria dan persyaratan yang diatur oleh pemerintaj, baik

pusat dan daerah mereka menerima. Misalnya diwakili oleh ungkapan dari

Subyek PU (Penilik Umum SD) berikut:

"kami percaya apa yang sudah diatur oleh pemerintah adalah baik. Kriteria
seorang pengawas adalah guru, bagaimana kalau tidak pemah menjadi guru

mau jadi pengawas pekerjaan guru. Tentu tidak mungkin bukan? Maka kriteria
ini saya sangat setuju."

Kriteria dan persyaratan seperti yang disajikan di bagian sebelumnya

ada yang menyebutkan kriteria minimal, ada juga persyaratan yang memang

sudah spesifik dibutuhkan di kota Banjarbaru. Hal ini disetujui oleh para subyek

penelitian.

Ketika pertanyaan diajukan dalam bentuk negatif, "saya menganggap

bahwa kriteria dan syarat yang diajukan oleh pemerintah itu berlebihan", maka

mereka secara konsisten memberikan jawaban, tidak berlebihan. Sebab kiteria

dan persyaratan urnum dirasa mereka masih dalam batas kewajaran.

Hal juga dianyakan kepada subyek penelitiarl yaitu jenis kesarjanaan

yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun

2013 Tenang Pendidikan Pasal 58 menyebutkan syarat pengawas sekolah,

yaitu: Pendidikan minimum sarjana (Sl) atau diploma empat @-fV)

kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis
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sarjana (Sl) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi

terakreditasi. Ini mensyaratkan bahwa seorang pengawas pendidikan jasmani

harus memiliki pendidikan kesarjanaan yang relevan, artinya yang sesuai

dengan pendidikan jasmani. Secara ekplisit dapat dikatakan bahwa mereka

harus memiliki kesarjanaan dalam bidang pendidikan jasmani untuk menjadi

pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Respon subyek penelitian tidak seragam. Dari enam subyek yang diteliti

dua orang menyatakan syarat tersebut tidak relevan. Mereka adalah satu kepala

sekolah dasar dan pengawas umum sekolah dasar. Sementara guru pendidikan

jasmani, pengawas pendidikan jasmani dan kepala sekolah lainnya setuju

adanya syarat tersebut. Syarat jenis kesarjanailn ini memang bisa membatasi

siapa saja yang bisa ikut menjadi pengawas pendidikan jasmani SD dan bukan.

Tidak semua guru bis4 tidak semua kepala sekolah bisa. Kepala sekolah yang

memiliki latar belakang pendidikan jasmani, tentu berhak (memenuhi kriteria)

menjadi pengawas pendidikan jasmani.'Seorang kepala sekolah yang tidak

sepakat menyebutkan:

"siapa saja berhak menjadi pengawas pendidikan jasmani, tidak harus memiliki
latar belakang pendidikan jasmani. Dalam proses rekrtumen kan nanti ada
pembekalan calon pengawas. Dalam diklat bisa dipelajari. Bukankan prinsip
dari pengawasan itu semua sama, baik pengawas mata pelajaran, bimbingkan
konseling dan lainnya. Hal ini bisa membatasi para guru. Bagaimana kalau
jumlah guru pendidikan jasmani tidak memadai, apa tetap saja pengawas harus
dari mereka?"

Sementara bagi mereka yang sepakat dengan adanya syarat jenis

kesarjanaan berpendapat (GR-2):

"orang sering meremehkan mata pelajaran pendidikan jasmani. Tidak semua
guru bisa menjadi guru pendidikan jasmani, demikian pula menjadi pengawas
pendidikan jasmani. Sebagai pengawas harus paham karakter pelajaran
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pendidikan jasmani, seluk beluknya dan sebagainya. Kalau mereka tidak paham,
bagaimana bisa melakukan pengawasan dengan baik? Kita-kita yang kuliah di
jurusan pendidikan jasmani sudah melalui proses panjang dan melelahkan,
apakah hak kita menjadi pengawas akan diambil mereka yang tidak mengalami
proses ini?" pengawas pendidikan jasmani adalah wilayah kami para guru
pendidikan jasmani".

Perbedaan sikap terhadap kriteria dan syarat calon pengawas pendidikan

jasmani juga berkaitan dengan lama bekerja, pangkat dan pengalaman. Seperti

pada ungkapan GR-2 (Guru Pendidikan Jasmani 2) di atas bahwa pengalaman

menjadi hal penting sebagai syarat untuk menjadi pengawas pendidikan

jasmani. Demikian pula mengenai lamanya wakru. Masa kerja seseorang

biasanya menunjukkan senioritas dan dalam peraturan yang ada ditentukan.

Dalam peraturan pemerintah kota Banjarbaru ditentukan minimal 8 (delapan)

tahun sudah memiliki sertifikat pendidik. Persyaratan ini memang tidak mudah,

tetapi itulah aturannya. Bagi yang setuju persyaratan ini dianggap konsisten

dengan adanya jenis kesarjanaan yang diperlukan dan relevan. Lama bekeqja

dengan sertifikat pendidik (sebagai guru penjas) akan menentukan pengalaman

kerja serta kompetensi yang dimiliki. Ada beberapa kompetensi yang

disyaratkan pada peraturan pemerintah kota Banjarbaru, yaitu Kepribadian,

Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademilq Evaluasi Pendidikan, Penelitian

dan Pengembffigffi, serta Sosial. Untuk mencapai kompetensi ini butuh waktu,

butuh proses dalam pengembangan diri secara khusus.

Bagi pengawas umum dan sebagian kepala sekolah persyaratan ini

dianggap membatasi hak mereka yang sudah memenuhi kriteria minimal, yaitu

sebagai guru pegawai negeri sipil dan lulus seleksi.
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"siapa saja yang lulus seleksi berkah menjadi pengawas. Jadi menambah syarat
lama bekerja sebagai guru pendidikan jasmani sangat membatasi hak para guru
dan kepala sekolah untuk ikut seleksi itu sendiri"

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor Ol/liilPblz0l l dan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka

Kreditnya pasal I (l) menyebutkan bahwa

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah merupakan jabatan tingkat keahlian.

Artinya disyaratkan keahlian dan adanya kepangkatan. Pada pasal 8 (2)

dibedakan beberapa jenis pengawas sekolah, yaitu: Jenjang jabatan fungsional

Pengawas Sekolah dari yang terendah

sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Sekolah Muda, Pengawas

Sekolah Madya; dan Pengawas Sekolah Utama. Hal ini menunjukkan adanya

kepangkatan.

Pasal 58 (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Pendidikan menyebutkan syarat pengawab sekolah memiliki pangkat minimal

Penata dalam golongan ruang IIVc.

Bagi sebagian subyek penelitian jenjang pangkat sebagai syarat tidak

relevan. Misalnya ungkapan dari GR-l (guru pendidikan jasmani 1) menyatakan

bahwa golongan tidak relevarl sebab dalam hal pendidikan jasmani,

pengalaman adalatr utama. Bagi dia kadang seorang guru kurang

memperhatikan dalam mengunrs kepangkatan, tetapi dia memiliki pengalaman

dan prestasi menjadi guru pendidikan jasmani yang baik. Menjadi pengawas

pendidikan jasmani baginya adalah harus memiliki kompetensi baik dalam

bidang pendidikan jasmani.
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Respon para subyek penelitian pada aspek kognisi hampir sama, mereka

semua mengetahui berbagai aturan mengenai kriteria dan persyaratan menjadi

pengawas pendidikan jasmani di SD. Namun sikap perasaan mereka ada yang

setuju ada yang tidak terhadap beberapa syarat yang diberikan oleh pemerintah,

meski apapun yang diatur oleh pemerintah dianggap sebagai hal yang baik.

Gambaran ini mengindikasikan, bahwa aturan tetap penting, namun isiny4

syarat-syarat dan kriteria masih dianggap memberatkan.

Aspek terakhir dari sikap (respon) adalah konasi. Komponen konatif

dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan

berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang

dihadapinya. Pertanyaan sederhananya adalah apa yang akan dilakukan

seseorang jika sebuah situasi dihadapinya. Dalam penelitian ini dikaji mengenai

apa yang akan/dilakukan oleh para subyek penelitian mengenai kriteria dan

syarat menjadi pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Semua subyek penelitian menunjukkan perilaku mereka akan positif

untuk memenuhi kriteria dan syarat yang diatur oleh pemerintah, meski mereka

sebagian tidak setuju dengan kriteria dan syarat yang diatur. Apakah mereka

tidak mau mengikuti pendidikan khusus kepengawasana? Jawaban mereka

tidalq artinya mereka tetap akan mengikuti pendidikan khusus tersebut. Sebagai

proses pendidikan khusus pengawas menjadi bagian tidak terpisahkan dalam

proses rekruitmen. Mereka juga tetap akan memenuhi berbagai persyaratan

yang harus dipenuhi untuk ikut seleksi pengawas. Bahkan jika ada peluang

untuk menempuh jalan pintas mereka tidak mau.
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'Jalan pintas. misalnya pake uang atau pelicin tidak akan saya lakukan. Sebab
rugi sendiri. Proses menjadi pengawas panjang, berapa yang harus kita
keluarkan? Banyak. Saya tidak mau rugi, lebih baik mengikuti prosesnya saja
sesuai aturan".

Mereka berusaha jangan sampai keluar biaya sama sekali untuk memenuhi

persyaratan pengawas, meskiada subyek yang menyatakan itu tidak mungkin.

"pastilah ada biaya yang harus kita keluarkan. Misalnya kita mengikuti kursus,
atau ap4 seperti sekolah kan butuh biaya. Misalnya tahun depan saya akan ikut
seleksi pengawas, sekarang saya siapkan, meski harus ada biaya. Kalau untuk
memberi-beri saya tidak mau. Biaya yan untuk membiayai diri sendiri saja saya
mau, kalau tidak lolos tetap saja ada manfaatnya".

4.2.2 ProsesRekruitmen

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh gurulkepala sekolah untuk

diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, yaitu: tahap rekrutmen, pendidikan

dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah, serta pengangkatan.

Rekrutmen meliputi proyeksi dan seleksi calon pengawas sekolah yang meliputi

seleksi administrasi dan seleksi akademik/bidang pengawasan. Diklat meliputi

tahapan on the job training-I (OJT-I), in the job training (IJT), dan on the job

training-Il (OJT-U). Pengawas sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan

telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah, serta memperoleh

STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas

sekolah.

Dalam tahap rekruitrnen ada dua tahapan penting, yaitu proyeksi dan

selelsi. Proyelsi kebutuhan pengawas sekolah 2 (dua) tahun mendatang

dilakukan dengan memperhatikan jumlah pengawas sekolah yang mememasuki

usia pensiun/mutasi pada jabatan lain, pembangunan unit sekolah barq jumlah
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satuan pendidikan, jumlah guru, kesesuaian jenjang dan jenis satuan

pendidikan.Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan

jumlah calon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi/I(abupaten/Kota. Proyeksi harus dilakukan secara cermat agar

kebutuhan pengawas sekolahdapat terpenuhi agar tidak terjadi kelebihan atau

kekurangan calon pengawas sekolah.

Seleksi terdiri dari:

a) SeleksiAdministrasi

Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan

dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian, sebagai bukti bahwa

calon pengawas sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan

sesuai ketenfuan yang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2l Tahun 2010

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Pengawas.

b) Seleksi Akademik/Bidang Tugas Pengawasan

Seleksi akademik Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah

dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan @itjen GTK),

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seleksi akademik berupa tes

kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yang

merupakan tes pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan
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pelaksanan pendidikan di sekolah. kompetensi supervisi akademik;

kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan

pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan. Seleksi akademik

bidang tugas pengawasan diselenggarakan bersamaan dengan IJT Diklat

Fungsional Calon Pengawas Sekolah.

Hal tersebut di atas adalah beberapa ketentuan pokok dalam rekruitmen.

Bagaimana sikap subyek dalam penelitian ini. Akan kita kaji ke dalam tiga

aspek, kognisi, afeksi dan konasi. Menyangkut pengetahuan mereka terhadap

proses rekrutimen pengawas pendidikan jasmani, sebagian besar menyatakan

mengetahui dengan baik. Ada satu yang tidak begitu mengetahui secara baik

mengenai proses rekrtuimen pengawas pendidikan jasmani SD. Ia adalah GR-2

(guru penjas-2). Hal ini bisa dimengerti, dia berusaha untuk tidak menyatakan

sangat mengetahuai. Siapa tahu dia lupa terhadap proses tersebut.

Hal-hal berkaitan dengan proses rekruitnen yang perlu diketahui adalah

proyeksi, yakni proyeksi kebutuhan pengawas pendidikan jasmani SD di suatu

daerah. Mereka semua mengetahui bahwa proyeksi kebutuhan adalah hal

penting dalam proses rekruitmen. Tanpa itu, proses rekrutimen tidak bisa

dilaksanakan. Demikian halnya adanya proses seleksi adminishasi dalam

rekrtuimen mereka juga mengetahui semuanya Demikian pula pengumuman

mengenai persyaratan diumumkan secara terbuka, mereka juga mengetahuinya.

Menyangkut proses pelamaran, tidak semua subyek penelitian

memberikan jawaban yang samq sebagian mengetahui bahwa untuk ikut seleksi

harus ada lamaran dari calon pengawas, sebagian lagi tidak. Mengikuti aturan,

harusnya ada pelamaran seperti bagan berikut:
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Pada tingkat safuan pendidikan proses pelamaran dan usulan calon

pengawas terjadi. Setelah dilakukan kajian beberapa jawaban terungkap:

"saya tidak tahu kalau ada rekrutimen calon pengawas, tiba-tiba sudah

ada pengumuman calon pengawas yang lolos seleksi. Menurut say4
pengumuman untuk melamar selama ini kurang transparan, hanya orang-orang
tertentu yang mengetahui betul adanya proses ini, padahal kalau ada

pengumuman jelaq dan jauh-jauh hari saya bisa menyiapkan diri" (Pengawas

Umum).
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Berkaitan dengan pernyataan pengawas umum tersebuf dianggap ada

pengawas yang diterima melalui prestasi (alur) khusus. Padahal mengikuti

aturan tidak ada hal-hal khusus tersebut. Meskipun seorang guru memiliki

prestasi bailg tentu kriteria minimal dan syarat yang diatur harus dipenuh,

selama tidak memenui kriteria dan syarat prestasi tidak akan membanfu.

Faktanya hal ini bisa terjadi di lapangan.

Pengetahuan mereka adanya seleksi administrasi dan akademik juga

diketahui, meski saja ada yang tidak mengetahuinya. Apa saja syarat

administrasi itulah yang tidak diketahui secara rinci oleh sebagian subyek

penelitian. Berikutnya juga pengetahuan tentang adanya proses wawancara

dalam seleksi, sebagian ada yang belum tahu. Pengalaman mengikuti proses

seleksi calon pengawas menjadi penting dalam hal pengetahuan tentang proses

rekrutimen calon pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Aspek berikutnya setelatr kognisi adalah afeksi, hal ini menyangkut

perasaan, sikap subyektif, Beberapa pertanyaan diajukan untuk mengetahui

sikap mereka terhadap proses rekutimen. Ketika ditanya apakah tidak perlu

adanya pendidikan khusus pengawas, asal sudah lulus seleksi sudah cukup bisa

menjadi pengawas pendidikan jasmani. Mereka semua sepakat bahwa proses

pendidikan khusus kepengawasan sangat penting.

'tidak semua yang lulus seleksi itu adalah pengawas, bahkan banyak
yang dari guru atau kepala sekolatr. Maka pendidikan dan pelatihan khusus
kepengawasan harus ditempuh untuk memberi bekal ilmu kepengawasan"(KS.
l).
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Serangkain tes yang ditempuh selama tahap seleksi, seperti tes

akademik, administrasi, wawancara dan lainnya disikapi sebagian besar subyek

penelitian positif, artinya mereka setuju proses itu. Tidak mungkin seleksi

hanya mengandalkan data-data formal dalam wujud kertas-kertas semata.

ljazah, sertifikat dan sebagainya tidak menjamin kompetensi yang dimiliki

seseorang tanpa diuji dulu secara langsung. Bagaimana calon pengawas

memahami pekerjaan sebagai guru, mengetahui tugas dan fungsi pengawas,

menguasai ilmu kependidikan dan sebagainya.

Pada wawancara ditemukan beberapa hal yang sama (setuju), namun

sebagian tidak setuju adanya wawancara yang bersifat psikologis untuk

mengenal pribadi seseorang. Tes akademik dan adrninistrasi sudah dianggap

cukup. Hal ini didasari adanya kecurigaan, proses wawancara hanya sebagai alat

saja unfuk melolos seseorang atau menyingkirkan seseorang.

'kawancara yang silbfirya seperti tes psikologis tidak perlu ada.

Seseorang diketahui kemampuan akedemiknya bagus dan syarat administrasi
sudah cukup. Memang perlu diketahui kompetensi pribadiny4 tetapi siapa tahu
ini hanya alat saja untuk menyingkirkan orang yang tidak dikehendaki. Sebab
seorang guru yang sudah bagus akademik dan administasinya tentu orang baik,
punya kepribadian yang bailq sebab dia sudah lulus sertifikasi" (KS-2).

Ungkapan semacam ini sebenarnya bukannya mereka tidak setuju

terhadap proses wawancar4 tetapi berharap prosesnya terbuka dan transparan

sehingga benar-benar diketahui kapasitas pribadi seorang calon pengawas. Hal

ini muncul sikap yang konsisten pada pertanyaan apakah pengumuman hasil

seleksi rekrutimen diumumkan pribadi. Mereka menghendaki terbuk4 baik

proses dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Yang dialami sebagian mereka
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adalah kurangnya transparansi proses tersebut, sehingga memunculkan sikap

yang tidak suka terhadap salah satu tahapan proses rekruitmen.

Hal ini juga terbukti pada sikap, seandainya jabatan pengawas itu secara

otomatis diberikan kepada yang senior. Mereka menjawab tidak setuju, mereka

tetap setuju dengan adanya proses-proses uji/tes bagi peserta rekruitmen calon

pengawas. Jabatan pengawas bukan jabatan otomatis, tetapi jabatan fungsional

setelah melalui tahapan-tahapan seleksi yang ketat.

Dalam data lain ditemukan juga bahwa jika hanya tes akademik saja

yang dilakukan selama proses seleksi, mereka juga tidak setuju. Poses seleksi

administrasi tetap harus dilakukan, meskipun itu hanya soal formalitas, bukti-

bukti fisik semata, tetapi ketertiban administrasi, rekam jejak seseorang akan

nampak secara jelas dan bisa dilihat siapa saja. Dengan demikian, sikap para

subyek penelitian terhadap proses rekruitmen setuju bahwa seluruh proses dan

tahapan dilakukan sesuai aturan. Namun mereka berharap itu semua dilakukan

secara hansparan dan konsisten.

Aspek terakhir adalah konasi, yakni menyangkut perilaku atau tindakan

yang dilakukan oleh subyek penelitian sebagai respon terhadap proses

rekuitnnen pengawas pendidikan jasmani SD di Kota Banjarbaru.

Tindakan mereka terhadap proses rekruitmen adalah bersikap positif,

mengikuti aturan yang berlaku, meski dengan beberapa catatan sebelumnya.

Misalnya tindakan mereka dalam mengikuti proses rekuitmen akan dilakukan

sendiri tanpa menyuruh orang lain. Misalnya kepala sekolah tidak akan

menyuruh anak buahnya untuk mengurus proses rekuitmen.
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"saya selama ini mengurus sendiri. Bagi saya mengikuti proses

rekrutimen pengawas harus saya lakukan sendiri, saya tidak bisa mengandalkan
orang lain, dalam hal pengurusan administrasinya. Dulu saya lakukan sendiri,
meski dengan susah payah, sebab itu nasib say4 tidak bisa diserahkan ke orang
lain". (PPI).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa mereka akan

sekuat tenaga berusaha lolos dalam seleksi, mereka akan mengikuti serangkaian

tes yang bisa melelahkan dan menyita waktu mereka. Untuk menghadapi tes

akademik misalnya, mereka rela belajara lagi derigan materi-mateii yang baru

atau latihan soal-soal untuk sukses. Padahal tugas sehari-hari mereka juga padat.

Bagi mereka menjadi pengawas juga gengsi, tidak sekedar persiapan pensiun.

Mereka melakukan persiapan khusus untuk mengikuti proses

rekruitmen. Data-data administrasi disiapkan terus, sewaktu-waktu ada

lowongan pengawas penjas SD. Mereka akan terus memantau dan mengikuti

hasil seleksi yang diikutinya. Intinya mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk

lolos dalam proses rekruitmen. Bahkan jika hasilnya diangkat menjadi

pengawas jauh dari rumatrnya, mereka juga siap menjalankannya. Ini berarti

aspek konasi mereka sebagian berbeda dari afeksinya. Pada a.feksi mereka tidak

setuju dengan sebagian proses rekruitrnen, tetapi pada tindakannya mereka tetap

mengikuti proses yang ada-

4.3. Pembahasan

Obyek penelitian ini adalah kriteria dan syarat pengawas pendidikan

jasmani SD di Kota Banjarbarq kedua adalah proses rekruitmen pengawas

pendidikan jasmni SD di Kota Banjarbaru. Kedua obyek tersebut dikaji menurut
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perspektif sikap dari para subyek penelitian, sehingga kerangka analisisnya

menggunakan tiga komponen/aspelq yakni: aspek kognisi, afeksi dan konasi.

Mengenai kriteria, syarat dan rekruitmen pengawas pendidikan jasmani

di Kota Banjarbaru menurut aturan yang ada adalah sebagai berikut. Bahrva

kriteria minimal pengawas sekolah (termasuk pengawas pendidikan jasmani

SD) adalah:

a) Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau

kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang

pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;

b) memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan

pendidikan;

c) lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Hal ini sesuai Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan" Standar keriteria minimal ini berlaku

secara nasional. Kemudian kriteria ini juga menjadi syarat dari calon pengawas.

Pengangkatan pengawas sekolah adalah wilayah pemerintah daerah, dalam hal

ini pemerintatr kota Banjarbaru. Menurut

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Pendidikan Pasal58 menyebutkan syilat pengawas sekolalu yaitu:

(l) Pendidikan minimum sarjana (Sl) atau diploma empat (D-fV)

kependidikan atau pendidikan rnagister (S2) kependidikan dengan

berbasis sarjana (Sl) dalam nrmpun mata pelajaran yang relevan pada

perguruan tinggr terakreditasi.
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(2) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan

pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau

kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal4 (empat) tahun.

(3) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang IIVc.

(4) Berusia setingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai

pengawas satuan pendidikan.

(5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji

kompetensi danlatau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas,

pada lembaga yang ditetapkan pemerintah

(6) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian,

Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademilg Evaluasi Pendidikan,

Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.

(7) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti pendidikan

dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah

atau lembaga yang ditunjuk. ,

Sikap atau respon terhadap peraturan yang mengatur kriteria dan syarat

pengawas penjas SD di Kota Banjarbaru, ada beberapa catatan dari hasil

penelitian yang perlu diperharikan. Kriteria dan syarat calon pengawas penjas

SD di Kota Banjarbaru sudah diketahui oleh para guru dan kepala sekolah.

Artinya pengetahuan subyek penelitian terhadap hal tersebut sudah baik. Sikap

mereka terhadap kriteria dan syarat yang diatur tidak semuanya seragam.Ada

sebagian pihak yang setuju dan tidak setuju terhadap beberapa kriteria dan

syarat. Misalnya kriteria dan syarat kesarjanaan yang relevan adalah contoh dari

ketidak setujuan mereka Namun dalam prakteknya mereka tetap berusaha
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memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur seandainya mereka mengikuti

proses rekuitmen.

Pengetahuan subyek penelitian terhadap proses rekruitmen sudah baik,

termasuk tahapan-tahapan serta apa saja yang dibutuhkan selama proses

tersebut. Mereka tidak setuju pada beberapa hal dalam proses rekrtuimen. Hal

utama yang menjadi sorotan mereka adalah soal transparansi selama proses

rekruitmen. Mereka akan berusaha mengikuti proses rekruitmen dengan

berbagai persyaratan dan proses yang harus dipenuhi dan diikuti. Keterbukaan

informasi dalam proses pelamaran, usulan calon pengawas, pengumuman hasil

tes yang fair adalah persoalan yang sering dikeluhkan oleh mereka.
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BAB V

SIMPT]LAN DAI\ REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

l) Kriteria dan persayaratan calon pengawas pendidikan jasmani SD di

Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan minimum sarjana (Sl) atau diploma empat (D-lV)

kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan

berbasis sarjana (Sl) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan

pada perguruan tinggi terakreditasi.

b) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan

pendidikan dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun atau

kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimal4 (empat) tahun.

c) Memiliki pangkat minimal Penata dalam golongan ruang IIVc.

d) Berusia setingginya 50 (lima fuluh tahun), sejak diangkat sebagai

pengawas satuan pendidikan.

e) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang diperoleh melalui uji

kompetensi dar/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas,

pada lembaga yang ditetapkan pemerintah

D Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian,

Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademih Evaluasi Pendidikan,

Penelitian dan Pengembangan, serta Sosial.
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2)

g) Lulus seleksi sebagai calon Pengawas dan telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan

oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Kriteria dan persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah

Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Pasal 58.

Proses rekruitmen calon supervisor pendidikan jasmani SD di Kota

Banjarbaru adalah terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh

gunr/kepala sekolah untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah,

yaitu: tahap rekrutmen, pendidikan dan pelatihan fungsional calon

pengawas sekolah, serta pengangkatan. Tahapan rekrutmen meliputi

proyeksi dan seleksi calon pengawas sekolah yang meliputi seleksi

administrasi dan seleksi akademik/bidang pengawasan.

Respon terhadap kriteria dan persyaratan calon supervisor pendikan

jasmani SD di Kota Banjarbaru adalah positif. Artinya kriteria dan

syarat diterima dengan bailg serta,berusaha memenuhi kriteria yang

diatur. Ada beberapa syarat yang mereka harapkan tidak membebani

para calon supervisor, misalnya soal jenis kesadanaan yang relevan.

Demikian pula respon terhadap proses rekruihnen, sudah diketahui

prosesnya dengan baik oleh para tenaga pendidi( dan berusaha diikuti

prosesnya sesuai aturan. Catatannya adalah mereka berharap proses

rekruitmen dilaksanakan secara transparan dan adil.

3)
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5.2 Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada:

1) Pemerintah kota Banjarbaru untuk melaksanakan proses rekruitmen

secara transparan dan adil. Hal ini harus dilakukan sejak awal, sejak

proyeksi sampai pengangkatan supervisor.

2) Guru, kepala sekolah yang hendak ikut proses rekruitnen calon

pengawas penjas SD di Kota Banjarbaru untuk mengikuti proses seleksi

sesuai aturan dan menyiapkan diri sebaik-baiknya.

59



DAFTAR PUSTAKA

Alfonso, R.J. Firth, G.R, dan Neville,R.F. (1981). Instructional Supervision: A
Behaviour System. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Ametembun. (1981). Supervisi Pendidikan: Penuntun Bagi Para Penilih
Pengowas, Kepala Sekolah, dan Guru-guru.Bandung.' Percetakan Suri.

Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, Qualitative Reseorch for
Education: An Introduction to Theory and Methods. Allyn and Bacon,
Inc.: Boston London.

Bondi Yosep dan Wiles John, (1988), Supervision: A Guide to Practice.
Colombus: Charles E Menil Publishing, Co.

Bucher, A.C., dan Krotee, L.M. (2002). Management of Physical Education and
,Spoi"t.Edisi ke-l l. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Christopher,2013, "Sikap Masyarakot Surabaya Dalam Menonton Video Klip
Psy-Gangnom Style Di Youtube", Jurnal E-Komunikasi, Voll. No.3,
Tahun 2013.

Corbin, BC., Dowell, JL., Lindsey R., dan Tolson, H., (1979). Concepts in
Physical Education with Laboratories and Experientis. Edisi ke-3.Iowa:
Wm.C. Brown Company Publishers.

Dedi Supriadi dan Fasli Jalal, (2001), Reformasi Pendidikan dalam Konteks
Otonomi Daerah. Kerjasama Depdiknas, Bapenas, dan Adicita Karya
Nusa.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Petunjuk Pelaksanaan
Supervisi Pendidikan diSekalah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

Depdikbud. (1992). Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.

Depdikbud. (1996). Pedoman Kerja Pelaksanoan Supervisi. Jakarta: Ditjen
Dikdasmen.

Depdiknas. (2003). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:
Departemen Pendrdikan Nasional.

Dharma, Agus. (200i). Manojemen Supervisi. Edisi Ke-4. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.

60



Encq Mulyasa. Q0A4. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Enco, Mulyasa (2003). Kurihtlum Berbasis Kompetensi: Konsep,
Karaberistik, don Imple me nt as i. Bandung: PT. Remaj a Rosdakarya.

Encq Mulyasa, (2006). Menjadi Guru Profesiorwl: Menciptakan Pembelajaran
Kreatif dan Menyenongkan Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Engkoswar4 (1987), Dasar-dasar Administrasi Pendidiksn Jakarta
Depdikbud, Ditjen Dikti, P2LPfK.

Fakry Gaffar, ( I 9 8 7), P r r" * on o)n P e nd i d i kan. J akarta: Depd ikbud.

Furqon. (2006). Pengowas Kok Minta Fasilitas ke Sekolah yang Diawasi.
Bandung: Harian Umum "PR" 9 Oktober 2006hal 17.

Gentry, Gregory C. SR. (2002). A Case Study: the Issues High School
Principals Encounter withlnstructionol Supervision A Dissertation
Submitted to the Graduate Facultv of TheUniversity of Georgia in

" Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree.

Hadi Supeno, (1995), Potret Guru,lakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hamalilq Oemar. 2002. Pendidikare Guru. Jakarta: Bumi Aksara-

Harahap, S. Sofuan. (2004). Sistem Pengawasan Manajemen: Management
Control System. Jakarta: Penerbit Quntum

Hariwung, A.J. 1989. Supervisi Pendidikan Jakarta: Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan,Direklorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek
Pengembangan Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan.

Hasyim, Moharnmad, 1982, Penuntun Dasor Kearah Penelitian Masyarakat,
Surabaya.

Krathwohl, D.R. (1993). Methods o.f Educationol and Social Science Research:
An Integrated &pproach. New York Longman Publishing Group.

Menteri Pendidikan Nasional. (2006). Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi.

Menteri Pendidikan Nasional. (2006). Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

6t



Menteri Pendidikan Nasional. (2007). Permendiknas No. l2 tahun 2007 tentang
Standar Pen gawas Sekolah/Madrasah.

Menteri Pendidikan Nasional. Q\AT. Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Muchtar, Remy. (1997). Madel Pembelajaran Pendidikan Jasmani di SD: Suatu
Alternatif,. Makolah. Konferensi Nasional Pendidikan Jasmani dan
Olahraga. Bandung: IKIP Bandung.

Mukhopadhyay, Marmar. (2005). Total Qualily Management in Edrcation
(Second Editionl. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd.

Oemar Hamalilg (2002), Pendidikan Guru: Berda,sarkan Pendekatan
Kompetens i,Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pemerintah zu. (2003). Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Pidarta Made. 199A. Perencanaan Pendidikan Partisipatori. Jakarta: Rineka
Cipta.

Pidart4 Made. 1992. Pemikiron Tentang Supervisi Pendidiknn Jakarta : Bumi
Aksara.

Pidarta, Made. 1997. Landasan Kependidikan. Jakarta: Rineka cipta.

Pidarta, Made. 1998. Monojemen Pendidiknn Dan Era Globalrsasi. Jurnal
Pendidikan. Malang:IKIP Malang. 

,

Purwanto, M. Ngalim. 2003. Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Bandung
: Remaja Rosdakarya.

Retno Sriningsih Satmiko, (1992), Pengembangan Guru dalom Perspektif
Budoya, Semarang: IKIP.

Rusli L, Yudha MS, Adang S, dan Rusli Ibrahim, {2002), Supervisi Pendidikan
Jasmani: Konsep dan PraHk Jakarta: Depdiknas, Dikdasmen dan
Ditjen Olahraga.

Sahertian, Piet. 1994. Profil Pendidikan ProfesionaL Yogyakarta : Andi Offset.

Sallis, Edward. (1993). Total fuality Management in Education. London:
Kogan Page Limited.

Satori,IJjam'an. (199611997). Supervisi Akndemik (feori dan Praktek). Jakarta:
Depdiknas.

62



Satori, Djam'an. (1999). Anolisis Kebijaksanaan Dalam Konteks Desenrralisasi
Dan Otonomi PendidikanJakarta: Bumi Aksara.

Satori, Djam'an. (2007). supervisi Akademik dan penjaminan Mutu dalam
P e ndi dikan P e r s e kol ahan. Makalah ti dak diterbitkan.

Suryadi. 1994. Anolisis Kebijakan Pendidiknn. Bandung : Remaja Rosdakarya.

syaefuddin. 1998. Kinerja Kepala sekalah Dasar Dalam Melaksanqknn
Supervisi Pengojaran

63



LAVIPIRAI{

64



Lampiran 1 Kontrak Penelitian

l<EMENTERIAN RISET, TEKNOTOGI OAN PENOIDIKAN TII{GGI
UNTVERSITAS LAMBUNC MANCKURAT

FAKULTAS KtrGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
rlr sr sitRr r Lli Bsn rdrra I

XOIITRII<
PENELITIAN UI{C(}ULAN DOAEI{ FAXULIAS XF4URUAX DAN ILMU

PENDIDIXAT UNTVERANAB IIIMAUI{C MANGXURAT BANJANMASIN
Lhur Anggear 2019

noeor :1o2o/uN3.1.2/Pr{/2019

: tulab* Pembu (omrmen Fr

Megkurat,yang
tujarmario, untuk

20re unruk aDjulnr

kllm!ngiklLk{]dL.

Univu^asknbunsMmgkura

65



3l/P!!i 0tr:0r3

(.uansan Nom{ 60/PMR 02,rro

iomtre Pen lEo rrr/rlL

]]/||/:|]TknlaiePdunJILkPr

66



1] PNM PERT^M^

ranun Angg*an 2ore d.nBa. jlduL "D*L!iFi uji

i.:] PIE^T EDUA
penmggunsjawaban keuanen sras pek{*n sebaglrmana dioik

7/E/(m/::0r! lenrang Pqrsima

(l) bestrnya dda L.rLk nehksraka. penehran dcosrn judu

s.oooroo, (Lha Pduh Li!. Juta Rupiaht {iL I

12) Daoa P.mrihn s$$inutu
Pdaksa.,an Angg,€n IDrPA)PNB

{rl PrsM PERaM oenpunya, kevajiba

l2rrrsM GDUA EcmPunlr kcwajLbln:
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

I(FVI \ILFIANfuSt I,1, KI\OIOUJDA\PI \DJDI'(A\ II\CUI

m$,^-lTlX:i.ll1'-;X",H",.'il^,'io'^ffi1*^
\ry BA TaRMASTN

Almal : Jald. BriAiend. H. Has Brsry Telp. 3304914 K.ral Pos 87 Bmjamdin

r 637^N8.1.2/P1,/2018

Kepala Di.a Pendiditm

di

Dib€nlahukm banwa dn p€uajr Falulhs KeC@ dm Ilmu Pendidikm
Udivr^itas Lmbus Mmskmr Bejamsiq bemarsud nelalu!6 pen€litid
ydrg b€riudul "X?rarM JIP",nor Pdnidihat,l8tunl Pad" Se*otdh D6ot

Ketu : Di. Sl)l]am Basuki, Ds.,rr.Kes. NIDN.20096402
Anggora rl,D&Perdi@ro,M,ld. NIDN.25096302

2. DB IlM- Kwini, M.Pd. NIDN, 18025503

Um,t kcLEam Flrtjllj@ p*litid ini, kmi nohon L&dim Saudm
Ilmbaile izin kepada ,tle bdssskui&

D.milie dimpaikar lrs p€rhali& Sandra diuepkd terim k6ih.
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Lampiran 3. Penunjukan Narasumber

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN

Allmar:ll.PqdidiknNasio.al-RoUlinBanj.fb!ruTelrF.ks(051l)4712574KP7n711

NoDor : 42 t 3/U9?f /PSD/Disdil

tenhal : !€!uj!lls @unber/tey infom&

l. walitora Bejarbd di Bejdb@ Gehassi lapo6)
2- Ke9ih BKPP (ota B&ja6m di Bdjdbdu
3. rSEl!. Kota Bejd!@ di Bmjubso
4. Ide&w,ug h.6oakuro!

Kepada Yth
Deko FxlP ULM Bmjam6in

di - t mpal

S.hu6Ngs sNd S{dm mMr 6l?ruN8.1.2/PU2018 laussct 7

Novdbo 2018 paihal ijin Fnelitie, pada prinsipnya Dim P€trdiditd Kota
Bd]dbe nendutue dd neBbdiLa ckooend4i t ntang t 8iatd dimalsud.

Dha Pendidikmdeiss ini noujuld Dmbdirntusakepada:

unnrk n6bdi*d darrinfoD6i y6e diFdulrD kepad! tin p€relili,

ddlu Freliti& y&g ledudur "R€*nlrn€n Supavi$. ?ndidike J6Mi Pldr
s.kolel Dag di Kota Bmjebd".

D.mitjd dihpaitad aIls kdjaJ,m y6s bail diucrp*m terim tdih.

KEAIRITA, MM

D^. ABDUL GANI
19600615198801l0r0
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOM^N W WANC R 

ASPEK KOGN'SI,"EN6E'IAHUAN
Pad. ap.k ini digali hocfl,i paspr.h6, l.pdiyan hedarkm apapli
inromoi ysg dikehui okn infme mis.nai KnBia supntuor, posytui
m{jadi sup.nisr ds pmss E*fllnd 3updis.

I) Aparlh Bipaknbu Mg.ehui *rndla mruk r.nj0di supsv,w sckohh

2) Bie disctur*an aan j.las*n rrn sj0?
3) apokah BrpaMbu mdg.bnui Mtda unbk eijodi uFri$r p.njsk s

,0 Bie dir.$ltkan dajdak& ap.3{a?
5) Ap.lrn BlDll./Ibd 

'Fs.bhui 
p€ErMb unnir -enjadi $Fflkor s.tolah

6) B,s dis.bur,6n dan j.lar.o ,po ejr?
, ap€*!h B,p.rftu nds.hhui p.G6 relcuhm uh} mmjdi supdi$r

3) Bis.6d@ do j.,.*d ap6 sjl?
9) Dr;DM BaloMbu m)g.iahui io mu.?

ASPEK ATEKSN'PERASAAN
P.da 4p.k ini disrli E@c@i pda!.e, E & silop irhdap ki6i4 FEy,rdan de
pos Elo!tu sFnisoi

D BA.ll@ rHuflt B'lol,ftu Es@i laiai. 6aj.di srDaviid SD?
Apa,rrh bailq tffiq ndlr rio, d,! b.s!n@?

3) l.l.t6s xluur E !6t bn *i*r p{ryE,e mjd suDad$ sD?
AFJoh t€& 6uulq 6&r sn4 e b.g!i@?

5) B.8!i@ ll,.]ffi B.p&ftu Mg6ri !.66 Ehlr,m $Ddrhe SD?
AFL.h h€il. burq td.* nrh, ihu b!g!imM?
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ASPEK KONASI/?ER]LAKU
Pada aspek ini digali perilakt perbuaui terhadap kireria, persyamtan da, p.oses

rekulmen supervisor.

I ) Apakah Bapavlbu senarS mensikuli proses rekrutmen?

2) Apakah Bap6k bu s€lama ini merg.jar jabatan superviso'1

3) Usaha apa saja yang dilakukan?
4) Apakah BapaMbu pemah gagal dalam mengikuti pmses rekulmen

supediso, Jika gagal opa yang kemudian Bapak4bu lakukan?

5) Menurur BapaMbu apa s€bab kcgagalan yang i€rjadi?

Kuesinoer

NO PERNYATAAN SANGAT
TIDAX
SETUJU

TIDAK
SETUJU

XAGU-
RAGT]

SETUJU SANGAT
SETUJU

KRITERJA DAN
SYAXAT CAION
SUPERVTSOR
Kos isi
Saya mengetahui
apa saja kiteria
unok calon
suDervisoa sD
Saya mengetahui
detail setiap
kiteria calon
suDervisor sD
Saya mengetahui
peDdidikan
minimal unnrk
menjadi
suDervisor sD
S6ya rnengetahui
usia maksimal
untuk m€nj8di
sno€rvisor SD
Saya mengetah[i
golongan minimal
untuk menjadi
suDervisor sD
Gunr beerestasi
layak menjadi
suoervisor
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Afeki
Saya sepakat
dengan kiteria
suPersior yang
diatur Demerintah
Saya sepakat
denSsn syamt
yang dibuat
pemerintah untuk
menjadi

Kriteria dari
pemedntah
menjadi

menurut saya
berlcbihan
Syarat dari
peme.intah
menjadi
supervisor

bagi guru dan
kemla s€kolah
Say8 tidak
sepakat dengan
syaratjeflis
kesarjanaan unhrk
lnenjadi
sup€nimr yang
membatasi hak
guru dan kepala
s€kolah
Saya tidak
sep6kat dengan
sy8mljenjang
pendidilon
menjadi
supsvisoa yang
membotlsi hrk
guit dan kepola
s€kolah
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Bagi Saya tidak
batasan lamanya
b€kerja adalah
menghambat karir
guru unfuk
menjadi
supe isor
Bagi saya batasan
golongan untuk
menjadi
supervisor adalah
hambatan
menjEdi

Bagi Saya
pengalaman
menjadi guru dan
kepala s€kolah
sudah cukup
untuk menjadi

Korasi
Saya tidak perlu
mengikuti
pendidikan
kbusus menjadi

Sa),a ridak harus
menelnpuh
kesadanaan
pendidikan untuk
menjadi

Saya malas
memenuhi
kiteria menjadi

Saya akan
menernpuh
berbagai upaya
untuk merncouhi
kdteria menjadi
sur€rvisoa
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Saya akan
menempuh
berbagai upaya
untuk memenuhi
syarat menjadi

Saya berusaha
jangan sampai
mengeluarkran
biaya untuk

persyaratan

menjadi

Jika ada peluang,
Saya akan
mencari jalan
pintas untuk
memenuhi
k teria menjadi
supervisor
Selarna ada
peluang
menfasati
persyamtan
medjadi
sup€rvisor, akan
saya lakukarL
m€ski sebenamya
kumng
memenuhinya

PROSf,S
REI(RT'TIMEN
SI'PERVISOR
Koe,|iti
Saya mengetahui
rhcian proses
r€louancn
suDervisor
Saya mengatahui
adanya
pemenuhan

adminishasi
dalam pmses
reklrtrnetr
suDeavisor
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Kebuiuhan
jumlah supervisor
menjadi hal
penling dalam

P.oses rekn Enen

Percyaratan yang
diperlukan bagi
calon supefiisor
diumumkan
Calon supervisor
tidak perlu
mengajukan
lamaran menjadi

Ada calon
superuisor yang
diterirha melalui
Drcst si khusus
Calon supervisor
harus lulus
persyaralan
administrasi
Saya mengetahui
betul apa s6ja
syarat
sdministrasi
te$ebut
Calon supervisor
hartls lulus tes
akademik
Calon supewisor
harus lulus

Calon supervisor
tidak harus lulus
psikotes

Pengumuman
calon supervisor
yang lulus
dilakukm rErtutuo
Tahap akhir dari
rckruhnen
sup€rvisor adalah
lulus tes Dsikoloei
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Tidak perlu

adanya
pendidikan dasar
kepengawasan
oleh Demer;ntah
Tidak perlu
adanya orientasi

Sup€rvisor
otomalis bertugas
di satuan
pendidikan asal
A{ek:i
Harusnya tidak
perlu adanya
pendidikan dasar
kepengawasan
jika lulus tes

Saya lebih suka
jika supervisor
bertugas di satuan
pendidikan
asalnya
Saya l€bih suka
tidak ada tes

Saya lebih suka
cukup tes
akademik saia
Pemenuhan syamt
administrasi yang
diperlukan tidak
Derlu dites
Calon superrisor
hatusnya otomotis
diberikan kepada
mereka yang
sudah s€nior
Pemberian

orientasi bagi
supervisor hanya
boans waktu s6ia
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Hasil tes
hendaknla
diumumkan
s€cara individual,
sebab
menyangkut
ha.ga diri
ses€omDq

Saya
memasrahkan
anak buah alau
tcrnan untuk
memenuhi tes
adrninistrasl
karcna ribet
Say& tidak porlu
belajar lagi untuk
mengikuti tes
akadcmik
Saya tidd( peduli
hasil tes
mengihlti seleksi

Saya tidak perlu
pcrsiapan thu$s
untuk mengikuli
seleksi suDervisor
saya akan
menolakjika
dibgaskan
nerjadi
supervisoa jsuh
dari rumah
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Hasil Cod ing Kusionrr

JAWABA:\/CODINC
cR-r GRz

KRITERTA DAN SYARAT CALON
SIJPER!,ISOR

Saya mengerahui apa saja kir€ria
unluk calon suDeNisor SD 5 5 5

Saya Dengetahui detlil etiap kJiteria
5 5 5

Saya mogetahui pendidikan minimal
untuk me.iadi suEnisr SD 5 5

Sala mergetahui usi. malsin.l DnrDk

5 5 5 5

Saya mengetlhui eolongan mi.imal
unluk meniadi suDervi$r SD 5 5 5

Guru b€rpresbsi layak merjadi
5 5 5 5 5

Kepala *kolah tidak harus berpr€stasi
layak n€ni.di suDervisor 2 5 2

Tidak ada pcndidikd *husus untuk
meiiadi suDeRisor SD 2. 2 2

Sayr mdgeiahui seseotrg tidak
hffus lulus seleksi supe sor di

2 2 2 7 I

Msjadi pensawas tidalc harus
meniliki lallr belakang s jm

2 2 l I

Omg yeg memiliki gela.
kegja@ mashlei (s2) ap. sja bie
ne.iadi Densawas *k.lan 2 2 2 2 2

As.l pernah m€Djadi kcpala !€kolah,
ws€otane bie moildi $enisor 2 1 2 5 2 2
Asnl dia seorang gm b€rhak mdj6di

2 2
Mdjadi sup€ni$r tidrk dib.tasi
b6aM t hm di, menmifl 2 2 2 2

Sq" neng€lahui p€rb€daan .ntara
kritcri. dd s]@t mdi.di sl,lldis 3 4

Ueki
Sa)r sepakat dengan krildia supersior
\tnc diatur D€neri ah 4 4 4 5

Sala sepaftrl d.rgaD syant yang
dibut Fmerintah untuk m.njadi

4 4 5
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K iteria dari pemerinlah menjadi
supeoisor m€nurut sala bedebihan 2 2 7 1

Syamt dari pemerintah menjadi
supe.vko. memberatkan bagi guru dan

1 7 l 2
Saya ridak sepakat d.nBd syad.jenis
kesaid@n untuk menjadi supenier
yang membatasihakguru dan kepala

7 2
Saya lidak sepakat dengan syarat
jenjans pendidikm menjadi supedisoi
ydg m€nbatasi hak guru dan kepala

'2 2
Basi Saya ridak adanya bataqn
lamany. bekerja adalah menghambar
karn sDru untuk meniadi suDeni$r 1 2
BaSi saya balasan golongan urtuk
ne.jadi sup.Ni$r adolah hambalan

2 J 2 2
Bagi Saya pengalsn nenjadi gutu
dan kepala *kolah sudah cukup untuk

2.

Saya tidak perlu mengikuti pendidikan
klrusus meniadi suEnhor 2 2 2 2 1

Saya ddak hms menempnh
kes.rjanaan pendidikan untuk menjadi

7 2 7 1 2 2
salB malas memenuhi kiteria nenjadi

2 2 2
Saya akan nenempuh beftagai upaya
unhk memeruhi kiteria nenjadi

5 5

Saya ak m6.mpuh berbagai upaya
untuk memenuhi syaEt meojadi

4 5 4 5
Saya b€rusafi a jangu sarnpai
m.ngelua.kan biaya untuk nenaul
DeBYml4 meniadi suE.rvisot 2
Jika ada pehan& Sala akan memrri
jalatr pintas uttlk mem.nuhi l<riieria

I
Solama ada p€luang n€nyiasati
P€lsyaatan mojadi supeNisor, d@
$)a lakukarL mesld s€benarny.

I
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PROSES RXKRUTIMf,N
SUPERVISOR

Saya mengetahu; rancian proses

5 5
Sa)a mengaiahui adeya penenuho
administmsi dalam prosesre*rurmen

5 5
KebututEn jmlal supedisor menjadi
ha1 penling dalam proses rckntmen

4
Pmyaratan yang dipe ulen bagi
calon sup€rviso. dinmumke 4
Calon supervisor tidak perlu
mensajukan lamarm menjadi

4 3
A.la calon superyisor yarg dite.ima
melalui DEslasi knusus 4 2
Calon supervisor harus lulus
DeFymtan administmsi 5 5
Saya mengelahui betul apa saja syanl

5 1
Calon supenisor harus lulus tes

5 1 J 5
Calon supenisor hms lulus

5 2 5 4 5 4
Calon sup€Nisor tidak h6rus lnlus

2 .l 2 2 2
Pengumuman calon sDpervisr yang
lulus dilakukan t€rtutuD 2 2 2 2
Tahap alhir dari rekruimen supenisor
adalah lulus tes Dsikolosi
Tidak p€rlu adanya Fndidikar dasar
keDensawasan oleh oetneri ah 2 2 l 2 2
Tidat pedu adeya orientasi bagi

2 2 2 2 2 2
Supenisor otomatis b€nugas di saruo

2 3 2
Alekst
Harusnya tidak pcrlu adrnya
pendiditan dls kcp€ngaM jika

2 7 2 2 I
Saya lebih sulajika supewisor
bcnusas di satu& Dendidikin asalnva 2 3 2 2
Sa}? lebih suka lidak ad! res Dsikolosi 2 2 2 2
Say. l€bih suka cukup ies .Iademik

2 3 2 2 2 2
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Penenuhan syaEt adminisimli yang
diperlukan lid.[ Derlu dites 2 l 7 )
Calon supenisor harusnya oronatis
dibedlan kepada mereka )6g sudah

I 2
Pe,nbedan *awaw ori€nlasi bagi
sDDeNisor hanya hrtue saktu eia 2 l 2
Hasil les henda,Ioya diMmke
seaE individual. seh6b mcnydgkui

2 2 3 x

Saya n@asEhke aDak buah arau
leme untuk m€mduhi 1es

admiristrari, kft na dbel 2 7 2 2 I
Saya ddak perlu belajd lagi u uk
mensihni ies akadenik 2 2 2 I
Salz tid.l p€duli hsil tes mogikuri
sel€tsi calon sur,ervleor 2 2 2 I
Saya tidak pqlu pe.sispe klNsus
en* meneikuti sel.ksi slrdi$r 2 2 2 1 I
S.ya akd n€nolak jika ditugalkaD
meniadi suDeNisor iauh dari rumat 2 7 1 2
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